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Adam Dwiky, B111 09 503, Tinjauan Yuridis Kewenangan Pemerintah 
Kabupaten Enrekang Di Bidang Kehutanan. Dibimbing oleh Achmad 
Ruslan selaku pembimbing I dan M. Hasrul selaku pembimbing II. 
  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah kewenangan 
pemerintah Kabupaten Enrekang di bidang Kehutanan, serta untuk  
mengetahui kendala yuridis dalam pelaksanaan Kewenangan Pemerintah 
Kabupaten Enrekang di Bidang Kehutanan. 
 
Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Enrekang, tepatnya pada kantor 
Bupati Enrekang dan di kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Enrekang 
serta instansi yang terkait dengan masalah penelitian ini. Penulis 
memperoleh data dengan melakukan beberapa wawancara dengan 
narasumber, serta mengambil data yang relevan dengan penelitian, yaitu 
literatur, karya ilmiah, jurnal, buku-buku, serta peraturan perundangan 
yang berkaitan dengan masalah terkait. 
 
Berdasarkan analisis terhadap data-data yang diperoleh penulis selama 
penelitian, maka hasil didapatkan adalah antara lain: (1) Bahwa 
kewenangan pemerintah Kabupaten Enrekang di bidang kehutanan 
meliputi perencanaan kehutanan, perizinan serta perlindungan dan 
pengendalian hasil hutan. Dalam pelaksanaan kewenangan Pemerintah 
Kabupaten Enrekang di bidang kehutanan menemui kendala yuridis yakni 
disebakan dengan berlakunya Permenhut No. 30 Tahun 2012 tentang 
penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan hak. Urusan 
pemerintahan di bidang kehutanan merupakan urusan pemerintahan 
konkuren yang bersifat pilihan, berpotensi untuk penyerapan tenaga kerja 
dan pemanfaatan lahan, serta berbasis ekosistem. Pengaturan dan 
pembagian urusan pemerintahan di bidang kehutanan berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 
dimaksudkan sebagai upaya agar penyelenggaraan urusan pemerintahan 
pada sektor dimaksud jauh lebih bersih, akuntabel, efektif-efisien, dan 
mampu memberikan jaminan bagi upaya pelestarian fungsi lingkungan 
dan pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan. (2) Bahwa alih 
fungsi kewenangan dalam peyelenggaraan urusan pemerintahan di 
bidang Kehutanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
Tentang Pemerintahan Daerah, akan berimplikasi terhadap struktur 
kelembagaan, stakeholders dan pemangku kepentingan, peraturan terkait 
sektor kehutanan dan berbagai produk hukum daerah. Untuk itu, dalam 
pelaksanaan kewenangan dimaksud, perlu kehati-hatian dan kecermatan 
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A. Latar Belakang Masalah 
Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  
Tahun 1945 pasca reformasi tahun 1998 telah membawa banyak 
perubahan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, salah satu perubahan 
mendasar yang dilahirkan adalah perubahan dalam sistem 
penyelenggaraan pemerintah daerah. Paradigma politik ketatanegaraan 
yang semula cenderung bernuansa otoritarian berubah menjadi lebih 
demokratis. Pola kekuasaan eksekutif yang terpusat dan terlalu dominan 
diakui sebagai pola yang kurang mendukung dalam mewujudkan 
kesejahteraan yang merata bagi masyarakat di penjuru tanah air. Seiring 
dengan derasnya tuntutan masyarakat, penerapan pola pemerintahan 
yang sentralistik semakin tidak relevan dengan situasi, kondisi, dan 
perkembangan kehidupan masyarakat sehingga perubahan ke arah 
demokratisasi dan desentralisasi menjadi suatu hal yang mutlak. 
Dalam konteks hubungan antara pusat dengan daerah, sistem 
penyelenggaraan pemerintahan daerah bergeser dari sistem yang 
sentralistik menjadi sistem yang mengedepankan otonomi dengan 
berpijak pada prinsip desentralisasi. Penerapan prinsip desentralisasi 
sebagai dasar berpijak penyelenggaraan pemerintahan daerah 
membangun konstelasi baru sistem otonomi daerah yang luas, nyata, dan 
bertanggung jawab yang memberikan hak dan wewenang kepada daerah 
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otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.1 
Konstitusi Negara, di dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) mengatur 
penyerahan kedaulatan sumber daya alam (SDA) untuk dikuasai oleh 
negara. Penguasaan oleh negara tersebut tidak dimaksudkan sebagai 
kepemilikan, melainkan untuk mengatur pengelolaannya secara bijaksana, 
adil dan lestari berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip 
kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan 
lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan 
dan kesatuan ekonomi nasional. Selanjutnya negara diberikan kekuasaan 
untuk mengatur pemanfaatan SDA termasuk di dalamnya adalah hutan 
secara maximax (maksimal dari kondisi maksimal) dalam rangka 
memenuhi kesejahteraan rakyat.2 
Dalam rangka Pengelolaan dan pemanfaatan hutan tersebut, 
negara memberikan atribusi kewenangan kepada Pemerintah untuk 
melaksanakannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 
Tahun 1999 tentang Kehutanan. Penyelenggaraan Kewenangan 
Kehutanan oleh Pemerintah adalah dalam bingkai Negara Kesatuan 
Republik Indonesia yang pelaksanaannya melalui sistem desentralisasi 
                                                          
1Dr. Wahiduddin Adam. Peraturan Daerah Yang Bersifat Khusus. http://syukriy.wordpress.com. 
Diakses 20 November 2015. 
2Steven Kambey. Policy Brief   Menggapai Ekualitas Hak Pengelolaan Hutan. 
http://www.kompasiana.com/averhoosteven/policy-brief. Diakses 21 November 2015. 
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sebagaimana diatur pada Pasal 18 UUD NRI 1945 dengan pemencaran 
kekuasaan (dispension of power) kepada daerah Provinsi dan 
Kabupaten/Kota. Konsep dispension of power yang dipilih oleh the 
founding father’s ketika mendirikan negara, di dalamnya terdapat 
pembebanan kewajiban kepada Pemerintah Pusat untuk memberikan 
ruang keleluasaan kepada daerah dalam menjalankan urusan-urusan 
yang potensial karakteristik sesuai kondisi daerahnya (konkuren) melalui 
pelimpahan kewenangan (distribution of authority) dalam bentuk delegasi 
dengan prinsip dekonsentrasi dan tugas pembantuan (medebewin), 
sekaligus juga memberikan ruang aspirasi kewenangan yang luas kepada 
daerah untuk mengajukan urusan pilihan dan mendapatkan wewenang 
terhadap penyelenggaraan urusan-urusan yang wajib dilaksanakan oleh 
daerah disebabkan potensi yang dimilikinya, termasuk diantaranya adalah 
hutan.3 
Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Kehutanan 
hingga saat ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 
tentang Kehutanan dan derivasinya berupa Undang-Undang terkait dan 
Peraturan Pemerintah di bawahnya yang merupakan peraturan 
pelaksananya.  
Pengaturan delegasi kewenangan dari pemerintah pusat 
dilaksanakan melalui pembagian urusan yang diatur dalam Undang-
Undang operasional sebagai derivasi Pasal 18 UUD NRI 1945 yaitu 
                                                          
3Ibid. Diakses 21 November 2015. 
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terbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah termasuk di dalamnya urusan Kehutanan. 
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut, urusan kehutanan 
adalah urusan pemerintahan “Pilihan-Konkuren”.  
Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah yang mengatribusi urusan-urusan pemerintahan ke 
dalam Undang-Undang yang sebelumnya bersifat delegasi melalui 
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, menandakan bahwa sistem 
otonomi daerah telah bergeser dari pendekatan kewenangan kepada 
pendekatan urusan-urusan dengan demikian memberikan ruang gerak 
yang luas dan kesempatan yang adil kepada daerah dalam memperoleh 
wewenang urusan secara konkuren. Hal ini juga telah dimaksudkan dalam 
pengaturan Pasal 15 ayat 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan peluang 
pengaturan urusan-urusan (yang belum tercantum pada lampiran Undang-
Undang) melalui Peraturan Presiden maupun Peraturan Pemerintah yang 
akan menjadi derivasi peraturan pelaksananya.  
Pada lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah halaman 116, pembagian urusan pemerintahan di 
bidang kehutanan menghilangkan kegiatan perlindungan hutan di tingkat 
kabupaten/kota. Hal ini jelas bertentangan dengan semangat Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang mana masih 
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melibatkan unsur pemerintah daerah dalam hal ini kabupaten/kota bahkan 
masyarakat, baik dalam bentuk perorangan maupun lembaga swadaya.4 
Urusan pemerintahan bidang kehutanan yang berkaitan dengan 
taman hutan raya (TAHURA) kabupaten dan kota menjadi kewenangan 
daerah kabupaten atau kota. Adapun urusan bidang kehutanan, yang 
sebelumnya menjadi wewenang kabupaten dan kota, hampir semuanya 
ditarik menjadi kewenangan daerah provinsi. 
Sebelumnya, pengurusan hutan dan sumberdaya alam dibagi 
kewenangannya antara pemerintah  pusat, daerah provinsi dan daerah 
kabupaten. Daerah Kabupaten juga memiliki kewenangan  yang cukup 
besar dalam pengurusan dan pengaturan sumberdaya hutan. Kabupaten 
berwenang mengelola dan mengurus kawasan hutan yang berada di 
dalam wilayah administrasinya, menerbitkan beberapa perizinan seperti 
pemanfaatan hutan kemasyarakatan, pengurusan rehabilitasi dan 
reboisasi sumberdaya hutan. 
Jika mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah, maka tidak adalah lagi perangkat 
perlindungan di daerah kabupaten/kota, urusan perlindungan hutan baik 
didalam hutan produksi dan lindung atapun fungsi lainnya. diserahkan 
kepada pemerintah provinsi selaku pemegang urusan kehutanan di 
daerah. 
                                                          




Pengalihan kewenangan dari pemerintah Kabupaten/Kota ke 
pemerintah Provinsi menjadi dampak dari berlakunya Undang-Undang 
Pemda No.23 Tahun 2014, sebagaimana di Kabupaten Enrekang sebagai 
salah satu wilayah di provinsi Sulawesi Selatan.  
Kabupaten Enrekang sebagai salah satu bagian wilayah provinsi 
Sulawesi selatan, merupakan kabupaten dengan luas hutan seluas 51.690 
Ha. Kawasan hutan di Kabupaten Enrekang umumnya berada pada 
daerah hulu yang berkaitan dengan keberadaan Gunung Latimojong, dan 
memiliki keragaman jenis yang cukup tinggi yang terdiri atas jenis flora 
dan fauna yang merupakan endemik Sulawesi.5 
Dengan potensi hutan yang dimiliki Kabupaten Enrekang, tentunya 
membutuhkan pengelolan dan pemanfaatan sumberdaya alam yang 
serius, mengingat bahwa berdasarkan data statistik tahun 2013 mencatat 
bahwa;6 nilai produksi industri dari kayu dan hasil hutan sebesar Rp. 
18.854.771, dengan 223 perusahaan yang terlibat serta menyerap 513 
tenaga kerja. Ditambah dengan kenyataan bahwa pendapatan asli daerah 
Kabupaten Enrekang dari sektor kehutanan adalah sebesar Rp. 
1.510.830.000,7 menempatkan sektor kehutanan sebagai salahsatu 
bidang urusan yang membutuhkan kehati-hatian dan kecermatan dalam 
pengelolaan dan pemanfaatannya. 
                                                          
5 status lingkungan hidup daerah kabupaten enrekang .2010.hal. I-15. 





Dengan potensi yang dimiliki, pemerintah Kabupaten Enrekang 
haruslah di beri kewenangan dalam mengurusi urusan pemerintahannya 
terkhusus di bidang kehutanan, namun meskipun urusan bidang 
kehutanan merupakan urusan pemerintahan konkuren pilihan, pembagian 
urusan dalam lampiran UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemda, membatasi 
kewenangan Kab/Kota hanya terbatas urusan kehutanan dalam hal 
TAHURA (Taman Hutan Raya). Meskipun tidak terdapat TAHURA di 
Kabupaten Enrekang, tecatat bahwa luas kawasan hutan lindung sebesar 
71.787 Ha, serta hutan produksi terbatas sebesar 9.858 Ha, yang 
membutuhkan pengelolaan serta perhatian yang serius dari pemerintah 
serta masyarakat setempat sebagai pihak yang mengenal dengan baik 
wilayahnya. Mengingat bahwa masalah di atas merupakan persoalan 
yang bersifat lokalitas yang membutuhkan penanganan yang serius dan 
berbeda-beda antar daerah satu dan daerah yang lainnya. 
 Ditarik atau dialihkannya kewenangan dalam penyelenggaraan 
urusan pemerintahan di bidang kehutanan dari kabupaten/kota menjadi 
urusan provinsi, walaupun merupakan urusan pemerintahan konkuren 
yang sifatnya pilihan, dapat menjadi potensi timbulnya konflik atau paling 
tidak dapat terjadi disharmoni hubungan antara pemerintah kabupaten 
dengan pemerintah provinsi. Apalagi bila kabupaten/kota tersebut memiliki 
potensi hutan, dan skema bagi hasil dirasakan tidak cukup memadai, 
maka akan menjadi pemicu timbulnya konflik yang semakin besar. Apabila 
tidak hati-hati dan cermat dalam pengelolaan dan pemanfaatan 
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sumberdaya alam yang secara kewilayahan berada pada wilayah 
kabupaten/kota, tidak memperhatikan asas keadilan dan pemerataan, 
maka dikhawatirkan akan timbul sentimen kedaerahan yang berlebihan 
dan terjadi konflik kepentingan, yang tentunya akan berdampak tidak baik 
bagi upaya pembangunan daerah dan pembangunan nasional. 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka penulis 
tertarik untuk melakukan penelitian dengan menganalisis secara yuridis 
mengenai kewenangan pemerintah kabupaten di bidang kehutanan pasca 
berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah. Maka penulis melakukan suatu penelitian dengan judul “Tinjauan 
Yuridis Kewenangan Pemerintah Kabupaten Enrekang di Bidang 
Kehutanan”. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian di atas, penulis kemudian menarik beberapa 
rumusan masalah untuk mencapai objek pembahasan lebih lanjut, yaitu : 
1. Bagaimanakah kewenangan pemerintah Kabupaten Enrekang di 
bidang kehutanan ? 
2. Apakah kendala yuridis dalam pelaksanaan Kewenangan Pemerintah 
Kabupaten Enrekang di Bidang Kehutanan ? 
C. Tujuan Dan Kegunaan Penulisan 
1. Tujuan Penulisan 
a. Untuk mengetahui Bagaimanakah kewenangan pemerintah 
Kabupaten Enrekang di bidang kehutanan. 
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b. Untuk mengetahui kendala yuridis dalam pelaksanaan Kewenangan 
Pemerintah Kabupaten Enrekang di Bidang Kehutanan. 
2. Kegunaan Penulisan  
a. Tulisan ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan mengenai 
pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah 
Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di bidang kehutanan. 
b. Tulisan ini dapat dijadikan rujukan penegakan supremasi hukum, 
























A. Tinjauan Umum Hubungan Antara Pusat Dan Daerah 
1. Landasan Konsepsi 
Dasar pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dapat dilacak 
dalam kerangka konstitusi NKRI. Dalam UUD 1945 terdapat dua nilai 
dasar yang dikembangkan yakni8 : 
a). Nilai unitaris 
Nilai dasar unitaris diwujudkan dalam pandangan bahwa 
Indonesia tidak akan mempunyai kesatuan pemerintah lain di 
dalamnya yang bersifat Negara. Artinya kedaulatan yang melekat 
pada rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia tidak akan 
terbagi di antara kesatuan-kesatuan pemerintahan regional atau 
lokal. 
b). Nilai desentralisasi 
Nilai dasar desentralisasi diwujudkan dengan pembentukan 
daerah otonom serta melalui penyerahan kewenangan untuk 
menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan yang telah 
diserahkan atau diakui Sebagai domain rumah tangga daerah 
otonom tersebut. 
Dikaitkan dengan dua nilai dasar konstitusi tersebut, 
penyelenggaraan desentralisasi di Indonesia terkait erat dengan pola 
                                                          
8Eric S. Holle. Hubungan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah. 
Makalah.https://cornerhukum.wordpress.com/2010/09/19/hubungan-antara-pemerintahan-
pusat-dan-pemerintahan-daerah-oleh-eric-s-holle-sh-mh/.  Diakses 21 November 2015. 
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pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 
Hal ini karena dalam penyelenggaraan desentralisasi selalu terdapat dua 
elemen penting, yakni pembentukan daerah otonom dan penyerahan 
kewenangan secara hukum dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah 
untuk mengatur dan mengurus bagian-bagian tertentu urusan 
pemerintahan. 
Sesuai UUD 1945, karena Indonesia adalah “Eenheidstaat”, maka 
di dalam lingkungannya tidak dimungkinkan adanya daerah yang bersifat 
staat juga. Ini berarti bahwa sebagai pembatas besar dan luasnya daerah 
otonom dan hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah 
adalah menghindari daerah otonom menjadi negara dalam negara. 
Dengan demikian pembentukan daerah otonom dalam rangka 
desentralisasi di Indonesia memiliki ciri-ciri : 
a). Daerah Otonom tidak memiliki kedaulatan atau semi kedaulatan 
layaknya di negara federal;  
b). Desentralisasi dimanifestasikan dalam bentuk penyerahan atas 
urusan pemerintahan; 
c). Penyerahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada 
butir b; tersebut di atas utamanya terkait dengan pengaturan 
danpengurusan kepentingan masyarakat setempat (lokalitas) 
sesuai dengan prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. 
Dengan demikian jelaslah bahwa desentralisasi merupakan 
instrumen untuk mencapai tujuan bernegara dalam kerangka kesatuan 
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bangsa (national unity) yang demokratis (democratic government). Dalam 
konteks UUD 1945, selalu harus diperhatikan keseimbangan antara 
kebutuhan untuk menyelenggarakan desentralisasi dengan kebutuhan 
memperkuat kesatuan nasional. Oleh sebab itu ciri umum 
penyelenggaraan desentralisasi di Indonesia sesuai dengan UUD 1945 
adalah :9 
1) Pemerintah daerah merupakan hasil pembentukan oleh 
Pemerintah, bahkan dapat dihapus oleh Pemerintah melalui 
proses hukum apabila daerah tidak mampu menjalankan 
otonominya setelah melalui fasilitasi pemberdayaan; 
2) Dalam rangka desentralisasi, di wilayah Indonesia dibentuk 
Provinsi dan di wilayah Provinsi dibentuk Kabupaten dan Kota 
sebagai daerah otonom; 
3) Sebagai konsekuensi ciri butir 1 dan 2, maka kebijakan 
desentralisasi disusun dan dirumuskan oleh Pemerintah, 
sedangkan penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan 
oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah dengan melibatkan masyarakat sebagai cerminan 
pemerintahan yang demokratis; 
4) Hubungan antara pemerintah daerah otonom dengan 
pemerintah nasional (Pusat) adalah bersifat tergantung 
(dependent) dan bawahan (sub-ordinate). Hal ini berbeda 
                                                          
9Ibid. Diakses 21 November 2015. 
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dengan hubungan antara pemerintah negara bagian dengan 
pemerintah federal yang menganut prinsip federalisme, yang 
sifatnya independent dan koordinatif; 
5) Penyelenggaraan desentralisasi menuntut persebaran urusan 
pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom sebagai 
badan hukum publik. Urusan pemerintahan yang didistribusikan 
hanyalah merupakan urusan pemerintahan yang menjadi 
kompetensi Pemerintah dan tidak mencakup urusan yang 
menjadi kompetensi Lembaga Negara yang membidangi 
legislatif atau lembaga pembentuk Undang-Undang dan 
yudikatif ataupun lembaga Negara yang berwenang 
mengawasi keuangan Negara. Penyelenggaraan urusan 
pemerintahan daerah yang di desentralisasikan menjadi 
kewenangan Kepala Daerah dan DPRD untuk 
melaksanakannya sesuai dengan mandat yang diberikan 
rakyat. 
Persebaran urusan pemerintahan ini memiliki dua prinsip pokok : 
a) Selalu terdapat urusan pemerintahan yang umumnya secara 
universal tidak dapat diserahkan kepada daerah karena 
menyangkut kepentingan kelangsungan hidup bangsa dan 
negara seperti urusan pertahanan-keamanan, politik luar 
negeri, moneter, dan peradilan; 
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b) Tidak ada urusan pemerintahan yang sepenuhnya dapat 
diserahkan kepada daerah. Untuk urusan-urusan pemerintahan 
yang berkaitan kepentingan lokal, regional dan nasional 
dilaksanakan secara bersama (concurrent). Ini berarti ada 
bagian-bagian dari urusan pemerintahan tertentu yang 
dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota, ada bagian-bagian yang 
diselenggarakan oleh Provinsi dan bahkan ada juga yang 
diselenggarakan oleh Pemerintah. Diperlukan adanya 
hubungan koordinasi antar tingkatan pemerintahan agar 
urusan-urusan pemerintahan yang bersifat konkuren tersebut 
dapat terselenggara secara optimal. 
Mengingat urusan pemerintahan bersifat dinamis maka dalam 
penyerahan urusan Pemerintahan tersebut selalu mengalami perubahan 
dari masa ke masa. Untuk menjamin kepastian, perubahan perubahan 
tersebut perlu didasarkan pada peraturan perundang-undangan. 
Oleh sebab itu selalu ada dinamika dalam distribusi urusan 
pemerintahan (inter-governmental function sharing) antar tingkatan 
pemerintahan; Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pemerintah Pusat. Secara 
universal terdapat dua pola besar dalam merumuskan distribusi urusan 
pemerintahan,yakni: 
(1) Pola-general competence (otonomi luas) 
Dalam pola otonomi luas dirumuskan bahwa urusan-urusan 
yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat bersifat limitatif dan 
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sisanya (urusan residu) menjadi kewenangan Pemerintah 
Daerah. 
(2) Pola ultra vires (otonomi terbatas). 
Prinsip Ultra Vires adalah urusan-urusan Daerah yang 
ditentukan secara limitatif dan sisanya (urusan residu) menjadi 
kewenangan Pusat. 
Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah Provinsi dipimpin 
oleh Kepala Daerah Provinsi yang disebut Gubernur yang juga bertindak 
sebagai wakil Pusat di Daerah. Sebagai wakil Pemerintah di Daerah, 
Gubernur melakukan supervisi, monitoring, evaluasi, fasilitasi dan 
pemberdayaan kapasitas (capacity building) terhadap Kabupaten/Kota 
yang ada di wilayahnya agar otonomi daerah Kabupaten/Kota tersebut 
bisa berjalan secara optimal. Sebagai wakil Pemerintah di daerah, 
Gubernur juga melaksanakan urusan-urusan nasional yang tidak 
termasuk dalam otonomi daerah dan tidak termasuk urusan instansi 
vertikal di wilayah Provinsi yang bersangkutan. Disamping itu, sebagai 
wakil Pemerintah di daerah, Gubernur mempunyai peranan selaku 
“Integrated Field Administration” yang berwenang mengkoordinir semua 
instansi vertikal yang ada di Provinsi yang bersangkutan disamping 
melakukan supervisi dan fasilitasi terhadap Kabupaten/ Kota yang ada di 
wilayahnya.10 
                                                          
10Ibid. Diakses 21 November 2015. 
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Gubernur mempunyai “Tutelage Power” yaitu menjalankan 
kewenangan Pusat untuk membatalkan kebijakan Daerah bawahannya 
yang bertentangan dengan kepentingan umum ataupun peraturan 
perundangan yang lebih tinggi. Sebagai konsekuensi dari prinsip tersebut 
maka diperlukan pengaturan yang sistematis yang menggambarkan 
adanya kewenangan Gubernur yang berkaitan dengan koordinasi, 
pembinaan dan pengawasan. 
Selain urusan pemerintahan yang diselenggarakan secara 
sentralisasi, terdapat urusan pemerintahan yang diselenggarakan secara 
desentralisasi. Desentralisasi dalam arti luas dapat dilakukan secara 
devolusi, dekonsentrasi, privatisasi dan delegasi. Pemahaman devolusi di 
Indonesia mengacu kepada desentralisasi sedangkan delegasi terkait 
dengan pembentukan lembaga semi pemerintah (Quasi Government 
Organisation/Quango) yang mendapatkan delegasi Pemerintah untuk 
mengerjakan suatu urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah.  
Dalam konsep otonomi luas, maka urusan pemerintahan yang 
tersisa di Daerah (residual functions) atau Tugas Pemerintah lainnya yang 
belum ditangani dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Hal inilah yang 
sering dikelompokkan dalam pelaksanaan azas vrisj bestuur. Vrisj Bestuur 
yang bersifat lintas Kabupaten/Kota menjadi kewenangan Propinsi 
sedangkan yang lokal menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota. Konsep 
privatisasi berimplikasi pada dilaksanakannya sebagian fungsi-fungsi yang 
sebelumnya merupakan kewenangan Pemerintah ataupun Pemerintah 
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Daerah oleh pihak swasta. Varian lainnya dari privatisasi adalah 
terbukanya kemungkinan kemitraan (partnership) antara pihak Pemerintah 
atau Pemerintah Daerah dengan pihak swasta.11 . 
Penyelenggaraan tugas pembantuan (Medebewind) diwujudkan 
dalam bentuk penugasan oleh pemerintah pusat kepada Daerah atau 
Desa atau oleh Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan Desa untuk 
melaksanakan suatu urusan pemerintahan. Pembiayaan dan dukungan 
sarana diberikan oleh yang menugaskan sedangkan yang menerima 
penugasan wajib untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas 
tersebut kepada yang menugaskan. 
Penyelenggaraan Pemerintahan Nasional dilaksanakan oleh 
Departemen dan Kementrian Negara serta LPND. Untuk melaksanakan 
kewenangan Pusat di Daerah digunakan alas dekonsentrasi yang 
dilaksanakan oleh instansi vertikal balk yang wilayah yurisdiksinya 
mencakup satu wilayah kerja daerah otonom maupun mencakup 
beberapa wilayah kerja daerah otonom seperti adanya KODAM, POLDA, 
Kejaksaan, Badan Otorita Pusat di Daerah dan lain-lainnya. 
Penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Kepala Daerah 
dan DPRD yang bekerja atas dasar kemitraan dan bukan membawahkan 
satu sama lainnya. Dalam menyusun dan merumuskan kebijakan daerah, 
kedua institusi tersebut bekerjasama dengan semangat kemitraan. Namun 
pada saat pelaksanaan (implementasi), kedua institusi memiliki fungsi 
                                                          
11Ibid. Diakses 21 November 2015. 
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yang berbeda. Kepala Daerah melaksanakan kebijakan Daerah dan 
DPRD melakukan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan daerah. 
Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good 
governance) diadopsi prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah yang 
efektif, efisien, transparan, demokratis, partisipatif, dan akuntabel. Oleh 
sebab itu hubungan antar Kepala Daerah, DPRD, dan masyarakat daerah 
dalam rangka checks and balances menjadi kebutuhan mutlak.12 . 
Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah 
menjadi salah satu ciri penting pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini 
karena karakteristik sumber daya alam, sumber daya buatan dan sumber 
daya manusia yang sangat beragam dari satu daerah dengan daerah 
yang lain. Sebagai perwujudan nilai dasar konstitusi maka diperlukan 
pengaturan tentang pembagian hasil atas pengelolaan sumber daya alam, 
buatan maupun atas basil kegiatan perekonomian lainnya yang intinya 
untuk memperlancar pelaksanaan otonomi daerah, dan pada saat yang 
sama memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Ada dua tujuan utama yang ingin dicapai melalui kebijakan 
desentralisasi yaitu tujuan politik sebagai refleksi dari proses 
demokratisasi dan tujuan kesejahteraan. Tujuan politik akan 
memposisikan Pemda sebagai medium pendidikan politik bagi masyarakat 
di tingkat lokal yang pada gilirannya secara agregat akan berkontribusi 
pada pendidikan politik secara nasional untuk mempercepat terwujudnya 
                                                          
12Ibid. Diakses 21 November 2015. 
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civil society. Sedangkan tujuan kesejahteraan akan memposisikan Pemda 
sebagai unit pemerintahan di tingkat lokal yang berfungsi untuk 
menyediakan pelayanan publik secara efektif, efisien dan ekonomis untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Pelayanan yang 
disediakan Pemda kepada masyarakat ada yang bersifat regulative (public 
regulations) seperti mewajibkan penduduk untuk mempunyai KTP, KK, 
IMB dan sebagainya. Sedangkan bentuk pelayanan lainnya adalah yang 
bersifat penyediaan public goods yaitu barang-barang untuk memenuhi 
kebutuhan masyarakat seperti jalan, pasar, rumah sakit, terminal dan 
sebagainya. Apapun barang dan regulasi yang disediakan oleh Pemda 
haruslah menjawab kebutuhan warganya. Tanpa itu, Pemda akan 
kesulitan dalam memberikan akuntabilitas atas legitimasi yang telah 
diberikan warga kepada Pemda untuk mengatur dan mengurus 
masyarakat. Untuk itulah maka seluas apapun otonomi atau kewenangan 
yang dilaksanakan oleh Daerah, kewenangan itu tetap ada batas–
batasnya, yaitu rambu-rambu berupa pedoman dan arahan, serta kendali 
dari Pemerintah, baik berupa UU, PP, atau kebijakan lainnya.13 
Disamping itu haruslah kewenangan tersebut berkorelasi dengan 
kebutuhan riil masyarakat. Kewenangan tersebut yang memungkinkan 
Daerah mampu memberikan pelayanan publik yang sesuai dengan 
kebutuhan masyarakatnya. Argumen inilah yang menjadi dasar kenapa 
urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah dikelompokkan menjadi 
                                                          
13Ibid. Diakses 21 November 2015. 
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dua yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib berkorelasi 
dengan penyediaan pelayanan dasar dan urusan pilihan terkait dengan 
pengembangan potensi unggulan yang menjadi ke-khas-an daerah yang 
bersangkutan. 
Dari tujuan demokratisasi dan kesejahteraan diatas, maka misi 
utama dari keberadaan Pemda adalah bagaimana mensejahterakan 
masyarakat melalui penyediaan pelayanan publik secara efektip, efisien 
dan ekonomis serta melalui cara-cara yang demokratis. Untuk mampu 
menyediakan pelayanan publik yang optimal dan mempunyai kepastian 
maka untuk penyediaan pelayanan dasar diperlukan adanya Standard 
Pelayanan Minimum (SPM). SPM yang menjadi “benchmark” bagi Pemda 
dalam mengatur aspek kelembagaan, personil, keuangan, dan mengukur 
kinerja dalam penyediaan pelayanan publik. Sisi demokratisasi pada 
Pemda berimplikasi bahwa Pemda dijalankan oleh masyarakat daerah 
sendiri melalui wakil-wakil rakyat yang dipilih secara demokratis. Dalam 
menjalankan misinya untuk mensejahterakan rakyat, wakil-wakil rakyat 
tersebut akan selalu menyerap, mengartikulasikan serta mengagregasikan 
aspirasi rakyat tersebut kedalam kebijakan-kebijakan publik di tingkat 
lokal. Namun kebijakan publik di tingkat lokal tidak boleh bertentangan 
dengan kebijakan publik nasional dan diselenggarakan dalam koridor-





2. Otonomi Daerah 
Menurut Pasal 1 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah 
otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. 
Ateng Syafrudin mengatakan, bahwa otonomi mempunyai makna 
kebebasan dan kemandirian tetapi bukan kemerdekaan. Kebebasan 
terbatas atau kemandirian itu adalah wujud pemberian kesempatan yang 
harus dipertanggung jawabkan. Secara implisit definisi otonomi tersebut 
mengandung dua unsur, yaitu adanya pemberian tugas dalam arti 
sejumlah pekerjaan yang harus diselesaikan serta kewenangan untuk 
melaksanakannya, dan adanya pemberian kepercayaan berupa 
kewenangan untuk memikirkan dan menetapkan sendiri berbagai 
penyelesaian tugas itu.14 
Menurut Amrah Muslimin, mengenai luasnya otonomi pada masing-
masing bidang tugas pekerjaan, tergantung dari sejarah pembentukan 
masing-masing negara, apakah otonomi diberikan atas pemerintah 
pusatatau otonomiberkembang dari bawah dan oleh pemerintah pusat 
atas dasar permusyawaratan diberi dasar formil yuridis.15 
Josep Riwu Kaho, mengartikan otonomi sebagai peraturan sendiri 
dan pemerintah sendiri. Selanjutnya, bahwa otonomi daerah adalah 
                                                          
14Ateng Syarifudin, Titik Berat Otonomi Daerah Pada Daerah Tingkat II Dan Perkembangannya, 
Penerbit Mandar Maju, 1991,hlm.23. 
15Amrah Muslimin, Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah, Alumni Bandung, 1982.hlm.50. 
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daerah yang diberi wewenang atau kekuasaan oleh pemerintah pusat 
untuk mengatur urusan-urusan tertentu. Lanjut Josep Riwu Kaho, bahwa 
suatu daerah otonom haru memiliki atribut sebagai berikut16 : 
- Mempunyai urusan tertentu yang merupakan urusan yang 
diserahkan pemerintah pusat;  
- Memiliki aparatur sendiri yang terpisah dari pemerintah pusat, yang 
mampu menyelenggarakan urusan rumah tangga daerahnya;  
- Urusan rumah tangga atas inisiatif dan kebijakan daerah;  
- Mempunyai sumber keuangan sendiri, yang dapat membiayai segala 
kegiatan dalam rangka menyelenggarakan urusan rumah tangga itu 
sendiri. 
Menurut Bagir Manan, pemerintah daerah adalah satuan 
pemerintahan teritorial tingkat lebih rendah dalam daerah NKRI yang 
berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan bidang 
tertentu dibidang administrasi negara sebagai urusan rumah tangganya. 
Satuan daerah teritorial lazim disebut daerah otonom, sedangkan 
hak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dibidang 
administrasi negara yang merupakan urusan rumah tangga daerah 
disebut otonomi. Cita-cita otonomi daerah bukan sekedar tuntutan 
efisiensi serta efektivitas pemerintahan, melainkan sebagai 
tuntutankonstitusional yang berkaitan dengan prinsip-prinsip demokrasi 
dan negara berdasarkan atas hukum. 
                                                          
16Josep Riwu Kaho, Mekanime Pengontrolan Dalam Hubungan Pemerintah Pusat Dan 
Daerah,Bina Aksara Jakarta,1996.hlm.20. 
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Otonomi Daerah dipandang penting karena otonomi merupakan 
kebutuhan hakiki di mana daerah memiliki keinginan untuk mengatur 
rumah tangganya sendiri. Otonomi daerah memberikan peluang untuk 
bersaing secara sehat dan terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat dan 
juga antar daerah. Untuk itu, otonomi daerah perlu diperkuat dengan 
pengaturan yang lebih jelas dan rambu-rambu yang disepakati bersama 
untuk menjamin keteraturan sosial dan mencegah timbulnya kerawanan 
sosial yang tidak perlu.17 
Dari segi materiil, otonomi daerah mengandung makna sebagai 
usaha mewujudkan kesejahteraan yang bersanding dengan 
prinsipberdasarkan hukum.18 
Hubungan Pemerintah Pusat dengan daerah, dapat dilihat dari 
alinea ketiga dan keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. Alinea ketiga memuat pernyataan 
kemerdekaan bangsa Indonesia. 
Sedangkan alinea keempat, memuat pernyataan bahwa setelah 
menyatakan kemerdekaan, yang pertama kali dibentuk adalah pemerintah 
negara Indonesia yaitu pemerintah nasional yang bertanggung jawab 
mengatur dan mengurus bangsa Indonesia.   
Lebih lanjut, dinyatakan bahwa tugas pemerintah negara Indonesia 
adalah melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, 
                                                          
17Muh, Hasrul. Eksistensi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Di Daerah Dalam 
Mewujudkan Pemerintahan Yang Efektif. Disertasi. Makassar: Program Doktor Ilmu Hukum 
Pascasarjana Universitas Hasanuddin. Hlm. 33. 




memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa 
serta ikut memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, 
perdamaian abadi, dan keadilan sosial.   
Selanjutnya Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah 
negara kesatuan yang berbentuk republik. Konsekuensi logis sebagai 
negara kesatuan adalah dibentuknya pemerintah negara Indonesia 
sebagai pemerintah nasional untuk pertama kalinya, dan kemudian 
pemerintah nasional tersebutlah yang kemudian membentuk daerah 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Kemudian Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa pemerintahan 
daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 
pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan 
diberikan otonomi yang seluasluasnya.  
Pemberian otonomi yang seluas-luasnya, kepada daerah diarahkan 
untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui 
peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.   
Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis 
globalisasi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan 
memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan 
dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem 
Negara Kesatuan Republik Indonesia.  
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Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya, kepada daerah 
dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara 
kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau 
pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada daerah. 
Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada 
daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintahan daerah 
akan tetap ada ditangan pemerintah pusat. Untuk itu pemerintahan daerah 
pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan pemerintahan 
nasional.  
Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh 
Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya 
adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, 
daya saing, dankreativitas daerah untuk mencapai tujuan nasional 
tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung 
pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.   
Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum, yang 
mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus daerahnya, 
sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak 
bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum.   
Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas, kepada daerah 
untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya, maka Pemerintah 
Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal 
dan sebaliknya daerah ketika membentuk kebijakan daerah, baik dalam 
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bentuk Perda maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan 
kepentingan nasional.   
Dengan demikian, akan tercipta keseimbangan antara kepentingan 
nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan 
kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan. 
Pada hakikatnya, otonomi daerah diberikan kepada rakyat sebagai 
satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk 
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang diberikan oleh 
pemerintah pusat kepada daerah, dan dalam pelaksanaannya dilakukan 
oleh kepala daerah dan DPRD dengan dibantu oleh perangkat daerah.   
Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke daerah, berasal dari 
kekuasaan pemerintahan yang ada ditangan Presiden. Konsekuensi dari 
negara kesatuan adalah tanggung jawab akhir pemerintahan ada ditangan 
Presiden  agar pelaksanaan urusan pemerintahan yang diserahkan ke 
daerah, berjalan sesuaidengan kebijakan nasional maka Presiden 
berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 









B. Tinjauan Umum Mengenai Pemerintahan Daerah 
1. Pemerintah Daerah 
. Pemerintah Daerah merupakan salah satu alat dalam sistem 
penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah ini merujuk pada 
otoritas administratif di suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara 
dimana negara Indonesia merupakan sebuah negara yang wilayahnya 
terbagi atas daerah-daerah Provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas 
daerah Kabupaten dan daerah Kota. Setiap daerah provinsi, daerah 
kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur 
dengan undang-undang. 
Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintah Daerah, Pemerintah daerah merupakan kepala daerah 
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah 
otonom. Sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan 
urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan 
prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara 
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Setiap pemerintah daerah dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih 
secara demokratis. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing 
sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Kepala 
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daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah, untuk provinsi 
disebut wakil Gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati dan untuk 
kota disebut wakil wali kota. Kepala dan wakil kepala daerah memiliki 
tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan. Kepala daerah juga 
mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan 
pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan 
keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan 
laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat. 
Gubernur yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai 
wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi yang bersangkutan, dalam 
pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali 
pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah termasuk dalam pembinaan 
dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan pada 
strata pemerintahan kabupaten dan kota.Dalam kedudukannya sebagai 
wakil pemerintah pusat sebagaimana dimaksud, Gubernur bertanggung 
jawab kepada Presiden. 
Selain itu, peran pemerintah daerah juga dimaksudkan dalam 
rangka melaksanakan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas 
perbantuan sebagai wakil pemerintah di daerah otonom yaitu untuk 
melakukan19: 
 




1. Desentralisasi yaitu melaksanakan semua urusan yang semula 
adalah kewewenang pemerintahan menjadi kewenangan 
pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 
2. Dekonsentrasi yaitu menerima pelimpahan wewenang 
pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil 
pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu 
untuk dilaksanakan. 
3. Tugas pembantuan yaitu melaksanakan semua penugasan dari 
Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah 
provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari 
pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan 
tugas tertentu. 
Dalam rangka melaksanakan peran desentralisasi, dekonsentrasi 
dan tugas pembantuan, Pemerintah daerah menjalankan urusan 
pemerintah konkuren, berbeda dengan pemerintah pusat yang 
melaksanakan urusan pemerintahan absolut. Urusan Pemerintahan 
konkuren dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan 
Daerah kabupaten/kota. pembagian urusan tersebut didasarkan pada 
prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan 
strategis nasional. Urusan pemerintahan tersebutlah yang menjadi dasar 
pelaksanaan Otonomi Daerah. 
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2. Urgensi Pemerintahan Daerah 
Kehadiran pemerintahan dan keberadaan pemerintah adalah 
sesuatu yang urgen bagi proses kehidupan masyarakat. Sejarah telah 
membuktikan bahwa masyarakat, sekecil apapun kelompoknya, bahkan 
sebagai individu sekalipun, membutuhkan pelayanan pemerintah.  
Jika tidak ada pemerintah, maka masyarakat akan hidup dalam 
serba ketidakaturan dan ketidaktertiban yang bukan tidak mungkin akan 
melahirkan berbagai bentuk kerushan. Kehadiran pemerintah pertama-
tama adalah untuk mengatur dan melindungi masyarakatnya agar 
senantiasa dalam keadaan aman dan tertib. 
Berdasarkan uraian di atas, maka dengan memperhatikan 
fenomena pemerintahan daerah di Indonesia, dapat dikemukakan 
beberapa alasan tentang perlunya pemerintahan di daerah sebagai 
berikut: 20 
a. Alasan Sejarah. 
Secara historis eksistensi pemerintahan daerah telah dikenal sejak 
masa pemerintahan Kerajaan-kerajaan nenek moyang dahulu, sampai 
pada sistem pemerintahan yang diberlakukan oleh pemerintah penjajah, 
baik pemerintahan kolonialisme Belanda, portugis, inggris, maupun 
jepang. 
Demikian pula mengenai sistem kemasyarakatan dan susunan 
pemerintahannya mulai dari tingkat desa, kampong, negeri atau dengan 
                                                          
20Sarundajang, Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah, Pustaka Sinar Harapan, 2001, hlm.21-25. 
31 
 
istilah lainnya sampai pada puncak pimpinan pemerintahan. Di samping 
itu upaya untuk membuat perbandingan sistem pemerintahan yang 
berlaku di beberapa lain, juga amat penting untuk dijadikan pertimbangan 
bagi pembentukan pemeritahan daerah. 
Berdasarkan latar belakang sejara di atas, maka pemerintah 
Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, merancang 
UUD yang di dalamnya mengatur secara eksplisit tentang Pemerintahan 
Daerah. Hal-hal ini terlihat dalam pola piker dan ususlan-usulan yang 
terungkap sewaktu para pendiri Republik ini mengadakan sidang-
sidangnya salam mempersiapkan Undang-Undang Dasarnya yang 
kemudian dikenal dengan Undang-undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 
Jadi, dalam pandangan sejarah, urgensi pemerintahan daerah lebih 
condong oleh eksistensi pemerintahan daerah yang telah berlangsung 
dan dilaksanakan selang beberapa masa, baik sebelm maupun setelah 
kemerdekaan Indonesia. 
b. Alasan Situasi dan Kondisi Wilayah. 
Secara geografis, wilayah Indonesia merupakan gugusan 
kepelauan yang terdiri dari ribuan pulau besar dan kecil yang satu sama 
lain dipisahkan oleh selat, laut dan dikelilingi lautan yang amat luas. 
Kondisi wilayah yang demikian ini, mempunyai konsekuensi logis terhadap 
lahirnya berbagai suku dengan adat istiadat, kebiasaan, kebudayaan dan 
ragam bahasa daerahnya masing-masing. Demikian pula keadaan dan 
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kekayaan alam serta potensi permasalahan yang satu sma lain memiliki 
kekhususan tersendiri. Keanekaragaman yang menjadi ciri bangsa 
Indonesia serta potensi-potensi yang melekat di berbagai wilayah 
Indonesia, tentunya harus di-manage dengan baik sedemikian rupa 
sehingga mampu menjadi asset bangsa yang berharga. Untuk itu, 
dipandang akan lebih efisien dan efektif apabila pengelolaan berbagai 
urusan pemerintahan ditangani oleh unit atau perangkat pemerintah yang 
berada di wilayah masing-masing daerah tersebut. 
Alasan situasi dan kondisi wilayah di atas, akhirnya mendorong 
pemrintah pusat untuk membentuk dan membina pemerintahan di daerah 
dengan disertai pemberian hak otonom dalam mengurusi rumah 
tangganya. 
c. Alasan Keterbatasan Pemerintah 
setelah disepakatinya asas atau prinsp dan tujuan serta arah 
perjuangan Indonesia merdeka sebagaimana tertuang dalam naskah 
pembukaan UUD 1945, dalam pelaksanaannya diperlukan perangkat 
pemerintahan di daerah, karna disadari tidak semua urusan pemerintahan 
dapat dilaksanakan sendiri oleh pemerintah pusat. Sebagaimana telah 
ditekankan dalam proses pengambilan keputusan rapat pengesahan UUD 
1945, bahwa perangkat pemerintah di daerah adalah sebagai bagian 
dalam mekanisme pemerintah pusat dan bukan merupakan Negara 
sendiri. Untuk menjaga kemungkinan agar pemerintahan di daerah itu 
tidak memisahkan dari pemerintah pusat, maka dinyatakan selanjutnya 
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bahwa di samping ada daerah otonom, ada juga yang bersifat 
administratif belaka, dimana semua daerah itu merupakan wilayah 
administrasi pemerintahan Negara yang pembentukannya ditetapkan 
dengan Undang-undang. 
Pemerintahan Negara, berfungsi menyelenggarakan urusan-urusan 
pemerintahan yang sifatnya umum. Jika dihadapkan pada kenyataan 
bahwa kemampuan pemerintah memiliki keterbatasan, oleh karenanya 
pertimbangan pendelegasian kepada unit pemerintah di daerah-daerah 
tidak terhidarkan lagi. Sebab tidaklah mungkin pemerintah dapat 
menangani semua urusan pemerintahan yang menyangkut kepentingan 
masyarakat yang mendiami ribuan pulau yang tersebar dari Sabang 
sampai Merauke. 
d. Alasan Politis dan Psikologis. 
Ketika UUD 1945 dalam masa penyusunan, pandangan yang 
paling menonjol pada saat itu adalah wawasan intergralistik dan 
demokratis serta semangat persatuan dan kesatuan nasional. Semangat 
persatuan dan keasatuan telah menjiwai berbagai rencana pemerintah 
pada masa itu, termasuk dalam merancang pemerintahan daerah. 
Dengan demikian, untuk menjaga kekompakan semua tokoh dan 
keutuhan masyarakat dan semua wilayah, daerah-daerah perlu memilih 
pemerintahan sendiri dalam kerangka Negara kesatuan, di samping untuk 
memberikan rasa tanggung jawab dalam mengisi kemerdekaan dan 
sekaligus memberikan kesempatan kepada daerah untuk berperan serta 
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dalam pemerintahan, sebagai perwujudan semangat dan jiwa demokrasi 
asli bangsa Indonesia. 
3. Organisasi Perangkat Daerah 
Untuk penyelenggaraan administrasi pemerintahan serta program 
dan kegiatan pemerintah, Kepada Daerah baik itu Gubernur dan 
Bupati/Walikota dibantu oleh perangkat daerah. Perangkat Daerah atau 
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan organisasi atau lembaga 
pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah 
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Perangkat 
Daerah dibentuk oleh masing-masing Daerah berdasarkan pertimbangan 
karakteristik, potensi, dan kebutuhan Daerah. 
Dasar utama penyusunan organisasi perangkat daerah dalam 
bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas urusan wajib dan urusan 
pilihan, namun tidak berarti setiap penanganan urusan pemerintahan 
harus dibentuk kedalam organisasi tersendiri. Pembentukan perangkat 
daerah semata-mata didasarkan pada pertimbangan rasional untuk 
melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangandaerah 
secara efektif dan efisien. 
Penataan Organisasi Perangkat Daerah serta penyusunan struktur 
organisasi pada Satuan KerjaPerangkat Daerah (SKPD) saat ini dilakukan 
berdasarkan pada kerangka regulasi serta kebutuhan obyektif dan kondisi 
lingkungan strategis daerah. Kerangka regulasi yang dimaksud adalah 
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Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 sebagai perubahan 
terhadap Peraturan Pemerintah sebelumnya. Selain PP No. 41/2007, 
penataan kelembagaan perangkat daerah juga memperhatikan peraturan 
perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan program penataan 
organisasi. 
Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota 
ditetapkan melalui Peraturan Daerah dengan bentuk sebagai berikut. 
1. Perangkat Daerah Provinsi : Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, 
Inspektorat, Dinas dan Badan. 
2. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota: Sekretariat Daerah, Sekretariat 
DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan. 
Pembentukan organisasi perangkat daerah yang berupa Dinas atau 
Badan diklasifikasikan berdasarkan Tipe A (beban kerja yang besar), Tipe 
B (beban kerja yang sedang) dan Tipe C (beban kerja yang kecil). 
Penentuan beban kerja bagi Dinas didasarkan pada jumlah penduduk, 
luas wilayah, besaran masing-masing Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah, dan kemampuan keuangan Daerah untuk Urusan 
Pemerintahan Wajib dan berdasarkan potensi, proyeksi penyerapan 
tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan untuk Urusan Pemerintahan Pilihan. 
Sedangkan besaran beban kerja pada Badan berdasarkan pada jumlah 
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penduduk, luas wilayah, kemampuan keuangan Daerah, dan cakupan 
tugas.21 
Pemberian nama/nomenklatur Dinas dan Badan disesuikan dengan 
perumpunan dan klasifikasi yang telah ditentukan. Perumpunan urusan 
yang diwadahi dalam bentuk Dinas terdiri dari: 
1. bidang pendidikan, pemuda dan olahraga; 
2. bidang kesehatan; 
3. bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi; 
4. bidang perhubungan, komunikasi dan informatika; 
5. bidang kependudukan dan catatan sipil; 
6. bidang kebudayaan dan pariwisata; 
7. bidang pekerjaan umum yang meliputi bina marga, pengairan, cipta 
karya dan tata ruang; 
8. bidang perekonomian yang meliputi koperasi dan usaha mikro, 
kecil dan menengah, industri dan perdagangan; 
9. bidang pelayanan pertanahan; 
10. bidang pertanian yang meliputi tanaman pangan, peternakan, 
perikanan darat, kelautan dan perikanan, perkebunan dan 
kehutanan; 
11. bidang pertambangan dan energi; dan 
12. bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset. 




Perumpunan urusan yang diwadahi dalam bentuk badan, kantor, 
inspektorat, dan rumah sakit, terdiri dari: 
1. bidang perencanaan pembangunan dan statistik; 
2. bidang penelitian dan pengembangan; 
3. bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat; 
4. bidang lingkungan hidup; 
5. bidang ketahanan pangan; 
6. bidang penanaman modal; 
7. bidang perpustakaan, arsip, dan dokumentasi; 
8. bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa; 
9. bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana; 
10. bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; 
11. bidang pengawasan; dan 
12. bidang pelayanan kesehatan. 
Dengan adanya Presiden dan Wakil Presiden yang baru dan 
dengan Penetapan Numenklatur Kementerian baru maka Kementerian 
Dalam Negeri akan melakukan pembahasan untuk melakukan perubahan 
pada PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah 
sehingga dimungkinkan akan berubahnya pedoman dan perumpunan 
urusan. 
Selain perangkat daerah diatas Gubernur/ Bupati/Walikota dapat 
membentuk unit pelayanan terpadu untuk meningkatkan dan keterpaduan 
pelayanan masyarakat di bidang perizinan yang bersifat lintas sektor. Unit 
pelayanan terpadu tersebut merupakan gabungan dari unsur-unsur 






C. Tinjauan Umum Mengenai Kewenangan 
1.  Pengertian Kewenangan 
Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum 
sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. 
Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, 
kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian 
pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan begitu saja 
dengan wewenang. Kekeasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti 
bahwa ada satu pihak yang memerintah dan satu pihak diperintah.22 
Kemudian berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia, kata 
“kewenangan” merupakan kata yang berasal dari kata dasar “wewenang” 
yang berarti hak untuk bertindak. Dalam persfektif penyelenggaraan 
pemerintahan, wewenang merupakan hak seorang pejabat atau lembaga 
untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugasa dan tanggung 
jawabnya dapat dilaksanakan dengan baik.23 
Berdasarkan pengertian di atas,dapat terjadi kekuasaan yang tdak 
berkaitan dengan hukum. Kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum 
oleh Henc Van Maarseven disebut sebagai “Blote Match”,24 sedangkan 
kekuasaan yang berkaitan dengan hukum oleh Max Webber disebut 
sebagai wewenang rasional atau legal, yakni wewenang yang 
berdasarkan suatu sistem hukum. Hal ini dipahami sebagai suatu kaidah-
                                                          
22Miriam Budjiarto, Dasar-Dasar Ilmu Politik,Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,1998. Hlm 35-36. 
Dikutip oleh Sonny Tobelo Manyawa. Teori 
kewenangan.2011.http://sonnytobelo.blogspoy.com/2011/01/teori-kewenangan.html. 
23Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia 
24Sutowo Mulyono, kekuasaan dan Tanggung jawab Presiden RI. Dikutip oleh Sonny Tobelo. Ibid. 
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kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat dan kemudian di 
perkuat oleh Negara.25 
Dengan melihat defenisi tersebut, arti kewenangan dapat dipahami 
sebagai hak untuk melaksanakan tugas yang dibebankan. Sehingga 
melalui pemahaman ini, unsur kewenangan dapat diartikan sebagai 
sesuatu atau kekuasaan yang berada dalam pengaruh orang yang 
memilikinya untuk dapat dilakukan atau tidak sesuai dengan kapasitas 
seseorang yang dimilikinya termasuk keabsahan dirinya untuk melakukan 
kewenangan tersebut. 
Kewenangan sendiri pada dasarnya lebih mengarah pada hak yang 
dimiliki seseorang atau lembaga, akibat adanya penyerahan kewenangan 
dari pihak atau lembaga lain yang lebih tinggi derajatnya. Kewenangan 
yang dimaksud tidak lepas dari sisi kekuasaan yang dijalankan oleh 
pemerintah dalam sistem hirarki pemerintahan. 
Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. 
Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena 
kekuasaan yang dimiliki eksekutif, legislatif, dan yudikatif adalah 
kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu 
Negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan disamping unsur-
unsur lainnya, yaitu : a) Hukum; b) Kewenangan; c) Keadilan; d) 
Kejujuran; e) Kebijakbestarian; dan f) Kebajikan.26 
                                                          
25A. Gunawan Setiardja. Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat. Dikutip 
oleh Sonny Tobelo. Op.,cit. 




Ateng Syarifudin berpendapat ada perbedaan antara pengertian 
kewenangan dan wewenang. Kewenangan (author, gezag) adalah apa 
yang dimaksud dengan kekuasaan formal, yaitu kekuasaan yang berasal 
dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang. Sedangkan 
wewenang (competence, bevoegheid) hanya mengenai suatu bagian 
tertentu saja dari sebuah kewenangan. Artinya bahwa didalam 
kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang merupakan 
lingkup tindakan hukum public, lingkup wewenang pemerintahan, tidak 
hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (Bestuur), 
tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan 
memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan 
dalam peraturan perundang-undangan.27 
Kewenangan yang dimiliki oleh organ (institusi) pemerintahan 
dalam melakukan perbuatan nyata, mengadakan pengaturan atau 
mengeluarkan keputusan selalu dilandasi oleh kewenangan yang 
diperoleh dari konstitusi secara atribusi, delegasi, maupun mandat. Suatu 
atribusi menunjuk pada kewenangan yang asli atas dasar konstitusi. Pada 
kewenangan delegasi, harus ditegaskan suatu pelimpahan wewenang 
kepada organ pemerintahan yang lain. Pada mandat tidak terjadi 
pelimpahan apapun dalam arti pemberian wewenang, akan tetapi yang 
diberi mandat bertindak atas nama pembari mandat. Dalam pemberian 
                                                          
27Ateng Syarifudin. Menuju Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab. Jurnal Pro 




mandat, pejabat yang diberi mandat menunjuk pejabat lain atas nama 
pemberi mandat.28 
2. Sumber dan Cara Memperoleh Kewenangan  
Secara yuridis, sumber dari semua kewenangan adalah berasal 
dari peraturan perundang-undangan yang dapat memberi akibat hukum. 
Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada, sehuingga 
kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang sah. Dengan 
demikian, pejabat (organ) dalam mengeluarkan keputusan didukung oleh 
sumber kewenangan tersebut. Stroink menjelaskan bahwa sumber 
kewenangan dapat diperoleh bagi pejabat atau institusi pemerintah 
dengan cara atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan insttitusi 
pemerintah adalah adalah suatu kewenangan yang dikuatkan oleh hukum 
positif guna mengatur dan mempertahankannya.  Tanpa kewenangan 
berdasar tidak dapat dikeluarkan suatu keputusan yuridis yang benar. 
a.  Atribusi 
Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan. 
Dalam tinjauan hukum tata Negara, atribusi ini ditujukan dalam wewenang 
yang dimiliki institusi pemerintah yang menjalankan pemerintahannya 
yang berdasarkan kewenangan yang dibentuk oleh pembuat undang-
undang. Atribusi ini merujuk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi 
atau peraturan perundang-undangan. 
                                                          
28Sonny Tobelo Manyawa. Ibid. 
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J.G Brouwer berpendapat bahwa atribusi merupakan kewenangan 
yang diberikan kepada suatu institusi pemerintahan atau lembaga Negara 
oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini adalah asli, 
yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Badan 
legislatif menciptakan kewenangan mandiri dan bukan perluasan 
kewenangan sebelumnya dan memberikan kepada institusi yang 
berkompeten.29 
b.  Delegasi 
Delegasi adalah kewenangan yang dialihkan dari kewenangan 
atribusi suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya 
sehingga organ yang telah mendelegasikan kewenangannya dapat 
menguji kewenangan tersebut atas namanya. 
Menurut Heinrich Triepel,30 delegasi dalam pengertian hukum 
publik dimaksudkan adalah tindakan hukum pemangku suatu wewenang 
kenegaraan, jadi Negara menyerahkan kompetensinya, seluruhnya atau 
sebagiannya kepada suatu subjek lain. Dengan demikian pendelegasian 
berate pergeseran kompetensi dan bahkan jika ingin dipahami dalam arti 
yang mendasar pelepasan dan penerimaan suatu wewenang, yang 
keduanya dilaksanakan berdasarkan atas kehendak pihak yang 
menyerahkan wewenang itu. Pihak yang mendelegasikan harus 
mempunyai wewenang yang sekarang tidak digunakannya. Sedang yang 
                                                          
29J.G. Brouwer dan Schilder. A Survey of Dutch Administrative Law. Nijmegen. Ars Aeguilibri. 
1998. Hlm 16-17. Dikutip oleh Sonny Tobelo Manyawa. Ibid. 
30Mustamin DG.Matutu dkk. Mandat, Delegasi, Atribusi dan Implementasinya di Indonesia. UII 
Press. 1999.hlm 63. 
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menerima pendelegasian juga biasanya mempunyai suatu wewenang  
dan semakin diperluas dengan apa yang telah diserahkan itu. 
Pendelegsian menimbulkan pergeseran kompetensi, setelah terjadi 
pendelegasian, maka si penerima delegasi menerima wewenangnya yang 
telah diperbesar, dan ia akan bekerja atas nama dan tanggung jawabnya 
sendiri.31 
Selanjutnya menurut Heinrich Triepel kembali membedakan 
delegasi menjadi Pendelegasian sesungguhnya (Echte Delegation) dan 
Pendelegasian tidak sesungguhnya (Unechte Delegation). Salah satu 
bentuk pendelegasian tidak sesungguhnya yaitu konserviererende 
delegation, yaitu jenis pendelegasian dengan menyerahkan suatu 
kompetensi, tetapi pemangku kekuasaan yang asli sama berwenangnya 
seperti yang memperoleh kompetensi itu. Jadi pendelegasian macam ini 
terjadi bukan untuk pembebasan sepenuhnya melainkan peringanan dari 
suatu beban saja.32 
Pihak yang mendelegasikan dengan demikian menciptakan 
penyerahan wewenang itu sebagai saingan baginya. Pendelegasian 
macam ini mempunyai syarat yang dapat ditarik kembali, karna yang 
mendelegasikan tanpa menarik kembali masih tetap berwenang seperti 
sediakala.33 Lagipula yang menerima pendelegasian tidaklah melakukan 
tugasnya atas nama yang mendelegasikan melainkan atas namanya 
                                                          
31Op.,cit. hlm 65 
32Op., cit. 
33Op.,cit. hlm 66. 
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sendiri. Hanya saja wewenang pihak yang mendelegasikan lalu menjadi 
pasif dan penerima delegasi yang menjadi aktif. 
Menurut Phlipus M.Hadjon, delegasi harus memenuhi syarat 
sebagai berikut : 
1. Delegasi harus defenitif, artinya pemberi delegasi tidak lagi 
menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu; 
2. Delegasi harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan, artinya 
delegasi hanya dimungkinkan jika ada ketentuan yang memungkinkan 
unuk itu dalam peraturan perundang-undangan; 
3. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hirarki kepegawaian 
tidak diperkenankan adanya delegasi; 
4. Kewajiban memberikan keterangan (penjelasan), artinya pemberi 
delegasi berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan 
wewenang tersebut; 
5. Peraturan kebijakan (beleidsregel), artinya pemberidelegasi 
memberikan instruksi atau petunjuk tentang wewenang tersebut.34 
c. Mandat 
Pada dasarnya pengertian mandat hampir sama dengan delegasi, 
dimana ada penyerahan wewenang dari pemberi mandat kepada si 
penerima mandat, tetapi yang menjadi perbedaannya adalah penerima 
mandat menjalankan wewenangnya atas nama pihak lain yakni si pemberi 
mandat, sehingga yang bertanggung jawab  tetaplah si pemberi mandat. 
                                                          
34Phlipus M. Hadjon. Tentang Wewenang. Makalah.hlm.1. dikutip oleh Sonny Tobelo Manyawa. 
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Ada perbedaan yang mendasar antara kewenangan atribusi dan 
delegasi, pada atribusi kewenangan yang ada siap dilimpahkan tetapi 
pada delegasi berkaitan dengan asas legalitas kewenangan tidak dapat 
dilimpahkan secara besar-besaran kecuali jika peraturan hukum 
menentukan mengenai kemungkinan delegasi tersebut. 
D. Hutan 
1. Defenisi Hutan 
Kata hutan merupakan terjemahan dari kata bos (Belanda) dan 
forrest (Inggris). Forrest merupakan daratan tanah yang bergelombang, 
dan dapat dikembangkan untuk kepentingan di luar kehutanan, seperti 
pariwisata.35Hutan adalah sebuah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat 
oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya. Kawasan-kawasan semacam ini 
terdapat di wilayah-wilayah yang luas di dunia dan berfungsi sebagai 
penampung karbon dioksida (carbon dioxide sink), habitat hewan, 
modulator arus hidrologika, serta pelestari tanah, dan merupakan salah 
satu aspek biosfer Bumi yang paling penting.36 
Di dalam hukum Inggris Kuno, forrest (hutan) adalah suatu daerah 
tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonaan, tempat hidup binatang 
buas dan burung-burung hutan. Di samping itu, hutan juga dijadikan 
tempat pemburuan, tempat istirahat, dan tempat bersenang-senang bagi 
raja dan pegawai-pegawainya (Black, 1979:584), namun dalam 
perkembangan selanjutnya ciri khas ini menjadi hilang.37 
                                                          
35 Salim, H.S.. Dasar-dasar Hukum Kehutanan. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 40.2006. 
36http://id.wikipedia.org/wiki/Hutan. 
37Op.cit., Hlm 40. 
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Menurut Dengler yang menjadi ciri hutan adalah: (1) adanya 
pepohonan yang tumbuh pada tanah yang luas (tidak termasuk savanna 
dan kebun), dan (2) pepohonan tumbuh secara berkelompok.  
Sedangkan pengertian hutan di dalam Pasal 1 Ayat (2) UU Nomor  
41 Tahun 1999 adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan 
berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam 
persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat 
dipisahkan.38 
Ada empat unsur yang terkandung dari definisi hutan di atas, yaitu: 
(1) unsur lapangan yang cukup luas (minimal ¼ hektar), yang disebut 
tanah hutan; (2) unsur pohon (kayu, bambu, palem), flora, dan fauna; (3) 
unsur lingkungan, dan (4.) unsur penetapan pemerintah. 
2. Jenis-jenis Hutan 
Menurut UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan ditentukan 
empat jenis hutan, yaitu berdasarkan: 
a.  Hutan Berdasarkan Statusnya 
Yang dimaksud dengan hutan berdasarkan statusnya adalah suatu 
pembagian hutan yang didasarkan pada status (kedudukan) antara orang, 
badan hukum, atau institusi yang melakukan pengelolaan, pemanfaatan, 
dan perlindungan terhadap hutan tersebut. 
Sebelumnya, hanya ada dua jenis status kepemilikan hutan yang di 
akui di Indonesia, yakni hutan negara dan hutan hak. Hutan negara 
                                                          
38Ibid. hlm 40-41. 
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merujuk pada hutan yang statusnya dimiliki oleh negara dan hutan hak 
merupakan hutan yang statusnya dimiliki oleh individu atau badan hukum. 
Setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
35/PUUX/2012 , hutan berdasarkan statusnya sebagai berikut: 
“Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah 
masyarakat hukum adat”. Kata “negara” dihapuskan oleh MK sehingga 
bunyi Pasal 1 angka  6 menjadi sebagai berikut:  “Hutan adat adalah 
hutan yang berada dalam wilayah  masyarakat hukum adat”. 
 
Dalam pertimbangannya, MK menegaskan bahwa “.... hutan 
berdasarkan statusnya dibedakan menjadi dua yaitu hutan negara dan 
hutan hak. Adapun hutan hak dibedakan antara  hutan adat dan hutan 
perseorangan/badan hukum. Ketiga  status hutan tersebut pada tingkatan 
yang tertinggi seluruhnya dikuasai oleh Negara”. Kemudian lebih lanjut 
disebutkan dalam Pasal 5 Ayat (1) :“hutan berdasarkan statusnya terdiri 
dari: a. hutan Negara; b. hutan hak.” 
Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani 
hak atas tanah (Pasa15 ayat (1) UU 41 Tahun 1999). Hutan negara 
adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. 
Termasuk hutan negara adalah hutan adat, hutan desa, dan hutan 
kemasyarakatan. Hutan adat adalah hutan negara yang diserahkan 
pengelolaannya kepada masyarakat hukum adat (rechtgemeenschap). 
Hutan desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan 
dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa. Hutan kemasyarakatan adalah 
hutan negara yang pemanfaatannya untuk memberdayakan masyarakat. 
b.  Hutan Berdasarkan Fungsinya 
Hutan berdasarkan fungsinya adalah penggolongan hutan yang 
didasarkan pada kegunaannya. Hutan ini dapat digolongkan menjadi tiga 
macam, yaitu hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi. 
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Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dapat dijelaskan 
sebagai berikut: 
1. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok 
memproduksi hasil hutan.  
2. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok 
sebagai perlindungan system penyangga kehidupan untuk mengatur 
tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air 
laut, dan memelihara kesuburan tanah.  
3. Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang 
mempunyai fungsi pokok pengawetan keanegaraman tumbuhan satwa 
serta ekosistemnya. Kawasan hutan konservasi terdiri atas tiga macam, 
yaitu kawasan hutan suaka alam, kawasan hutan pelestarian alam, dan 
taman buru. 
c.  Hutan Berdasarkan Tujuan Khusus 
Penggunaan hutan untuk keperluan penelitian dan pengembangan, 
pendidikan dan latihan, serta untuk kepentingan religi dan budaya etempat 
(Pasal 8 UU Nomor 41 Tahun 1999). Syaratnya tidak mengubah fungsi 
pokok kawasan hutan. 
d.  Hutan Berdasarkan Pengaturan iklim mikro, estetika, dan resapan air. 
Hutan berdasarkan pengaturan iklim mikro, estetika, dan resapan 
air di setiap kota ditetapkan kawasan tertentu sebagai hutan kota. Hutan 
kota adalah hutan yang berfungsi untuk pengaturan iklim mikro, estetika, 
dan resapan air (Pasal 9 UU Nomor 41 Tahun 1999). 
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3. Fungsi dan Manfaat Hutan 
a.  Fungsi Ekonomi 
Masyarakat disekitar hutan dapat menikmati hasil dari hutan yang 
mereka kelola dengan harapan ada peningkatan ekonomi yang stabil 
danmenciptakan lapangan kerja bagi generasi mendatang dengan pola 
peningkatan pengelolaan hutan yang berteknologi ramah lingkungan. 
b.  Fungsi Sosial 
Terciptanya solidaritas masyarakat sekitar hutan dan menghindari  
kesenjangan sosial diantara kelompok masyarakat, maka dalam hal ini 
pengelolaan hutan dilakukan secara kolektif. 
c.  Fungsi Ekologi 
Hutan berfungsi sebagai konservasi, untuk mencegah terjadinya 
bencana banjir, longsor, kekeringan dan kebakaran serta 
memberikanperlindungan terhadap masyarakat disekitarnya (dari segi 
keamanan dan kesehatan). 
Hutan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting 
dalam menunjang pembangunan bangsa dan negara. Hal ini disebabkan 
hutan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi 
kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. 
Menurut Salim, dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Kehutanan, 





1. Manfaat langsung  
Yang dimaksud dengan manfaat langsung, adalah manfaat yang 
dapat dirasakan/dinikmati secara langsung oleh masyarakat. Yaitu 
masyarakat dapat menggunakan dan memanfaatkan hasil hutan, antara 
lain kayu yang merupakan hasil utama hutan, serta berbagai hasil hutan 
ikutan, seperti rotan, getah, buah-buahan, madu, dan lain-lain. 
2. Manfaat tidak langsung  
Manfaat tidak langsung, adalah mafaat yang tidak langsung 
dinikmati oleh masyarakat, tetapi dapat dirasakan adalah keberadaan 
hutan itu sendiri. Ada delapan manfaat hutan secara tidak langsung, 
seperti berikut ini: 1) dapat mengatur tata air; 2) dapat mencegah 
terjadinya erosi; 3) dapat memberikan manfaat terhadap kesehatan;         
4) dapat memberikan rasa keindahan; 5) dapat memberikan manfaat di 
sektor pariwisata; 5) dapat memberikan manfaat dalam bidang pertahanan 
keamanan; 6) dapat menampung tenaga kerja; 7) dapat menambah 
devisa negara. 
E. Penguasaan dan Pengelolaan Kawasan Hutan 
Ketentuan Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI 1945 memberikan 
penegasan tentang dua hal yaitu:  
a. Memberikan kekuasaan kepada negara untuk “menguasai” bumi 
dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 
sehingga negara mempunyai “Hak Menguasai”. Hak ini adalah 
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hak yang berfungsi dalam rangkaian hak-hak penguasaan 
sumber daya alam di Indonesia.  
b. Membebaskan serta kewajiban kepada negara untuk  
mempergunakan sumber daya alam yang ada untuk sebesar-
besarnya bagi kemakmuran rakyat. Pengertian sebesar-besarnya 
bagi kemakmuran rakyat menunjukkan kepada kita  bahwa  
rakyatlah  yang  harus  menerima  manfaat  kemakmuran  dari 
sumber daya alam yang ada di Indonesia. 
Secara singkat Pasal ini memberikan hak kepada negara untuk 
mengatur dan menggunakan sumber daya alam yang wajib ditaati oleh 
seluruh rakyat Indonesia, juga membebankan suatu kewajiban kepada 
negara untuk menggunakan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat, 
bilamana hal ini merupakan kewajiban negara, maka pada sisi lain adalah 
merupakan hak bagi rakyat Indonesia untuk mendapat kemakmuran 
melalui penggunaan sumber daya alam. 
Dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 5 tahun 1960 tentang pokok-
pokok Agraria, menjelaskan bahwa:   
“bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alamyang 
terkandung di dalamnya itu pada tingkat tertinggi dikuasi oleh 
negara sebagai organisasi kekuasaan seluruhnegara.” 
 
Sebagai landasan teknis operasional lebih lanjut masih diatur lagi 
dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang 
mengatur masalah kewenangan penguasaan dan penggunaan terhadap 
hutan serta kewenangan pengurusan hutan. 
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Pada dasarnya semua kewenangan itu bertujuan untuk mencapai 
manfaat hutan yang sebesar-besarnya, namun harus lestari dan serba 
guna, baik langsung maupun tidak langsung bertujuan untuk membangun 
masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. 
Untukkepentingan tersebut maka Undang-Undang No.41 Tahun 1999 
tentang Kehutanan (LNRI-1999-167,TLNRI-3587), yaitu dalam ketentuan 
Pasal 4  
Ayat: 
“ (1) Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk 
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara 
untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. (2) Penguasan hutan 
oleh negara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memeberi 
wewenang pada Pemerintah untuk: a. Mengatur dan mengurus 
segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan 
hasil hutan; b. Menetapkan wilayah tertentu sebagai kawasan 
hutan atau bukan sebagai kawasan hutan dan; c. Mengatur dan 
menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan 
hutan, serta mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan”. 
 
a.  Pengurusan Hutan 
Pengurusan hutan diatur dalam Pasal 9 sampai Pasal 12 UU 
Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan. 
Kemudian ketentuan itu disempurnakan dalam Pasal 10 UU Nomor 41 
Tahun 1999 tentang Kehutanan. 
Kegiatan-kegiatan yang diurus oleh negara dalam bidang 
kehutanan meliputi: (1) mengatur dan melaksanakan perlindungan, 
pengukuhan, penataan, pembianaan dan pengusahaan hutan serta 
penghijauan, (2) mengurus hutan suaka alam dan hutan wisata serta 
membina margasatwa dan pemburuan, (3) menyelenggarakan 
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inventarisasi hutan, dan (4) melaksanakan penelitian sosial ekonomi dari 
rakyak yang hidup di dalam dan di sekitar hutan (Pasal 9 Ayat (2) 
UndangUndang Nomor 5 Tahun 1967). 
Di dalam Pasal 10 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 
juga ditentukan tentang pengurusan hutan. Tujuan pengurusan hutan 
adalah untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya serta 
serbaguna dan lestari untuk kemakmuran rakyat. Pengurusan hutan 
sebagaimana dimaksud di atas meliputi kegiatan penyelenggaraan, yaitu: 
(1) perencanaan kehutanan, (2) pengelolaan hutan, dan (3) penelitian dan 
pengembangan pendidikan dan latihan pengolahan kehutanan, serta 
pengawasan.  
Untuk menjamin terselenggaranya pengurusan hutan oleh negara, 
dibentuk Kesatuan Pemangkuan Hutan dan Kesatuan Pengusahaan 
Hutan. Di samping itu, Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan sebagian 
wewenang dalam bidang kehutanan kepada Daerah Tingkat II. Hal ini 
dimaksudkan supaya pengurusan hutan dapat dilakukan dengan 
sebaikbaiknya guna mendapatkan hutan yang sebesar-besarnya. 
b.  Perencanaan Hutan 
Di bidang perencanaan Pemerintah membuat suatu rencana umum 
mengenai peruntukan, penyediaan, dan penggunaan hutan secara 
serbaguna dan lestari di seluruh wilayah Republik Indonesia.  
Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 disebutkan 
bahwa perencanaan hutan itu dimaksudkan untuk kepentingan: (1) 
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pengaturan tata air, pencegahan bencana banjir dan erosi serta 
pemeliharaan kesuburan tanah, (2) produksi hasil hutan dan 
pemasarannya guna memenuhi kepentingan masyarakat pada umumnya, 
dan khususnya guna keperluan pembangunan, industry serta ekspor, (3) 
di sekitar hutan, (4) perlindungan alam hayati dan alam khas 
gunakepentingan ilmu pengetahuan, kebudayaan, pertanahan nasional, 
rekreasi dan pariwisata, (5) transmigrasi, pertanian, perkebunan, dan 
peternakan, dan (6) lain-lain yang bermanfaat bagi umum.  
Ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 diatur 
lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 Tentang 
Perencanaan Hutan.  
Menurut Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 
1970, perencanaan hutan adalah penyusunan pola tentang peruntukan, 
penyediaan, pengadaan, dan penggunaan hutan secara serba guna dan 
lestari, serta penyusunan pola kegiatan-kegiatan pelaksanaannya menurut 
ruang dan waktu. 
Tujuan perencanaan hutan adalah: (1) agar segala kegiatan dapat 
dilaksanakan secara terarah dan rasional, dan (2) agar memperoleh 
manfaat yang sebesar-besarnya. Ada empat macam perencanaan hutan, 
yaitu:  
1) Rencana umum adalah rencana yang memuat peruntukan, 
penyediaan, pengadaan, dan penggunaan hutan. Pada dasarnya 
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rencana umum disusun untuk tiap-tiap daerah aliran sungai 
(watershed).  
2) Rencana pengukuhan hutan merupakan rencana yang memuat 
kegiatan-kegiatan pamancangan dan penataan batas untuk 
memperoleh kepastian hukum mengenai status dan batas kawasan 
hutan. 
3) Rencana penatagunaan hutan adalah rencana yang memuat 
kegiatan peruntukan sebagian atau seluruh kawasan hutan sesuai 
dengan fungsinya menjadi: hutan lindung, hutan produksi, hutan 
suaka alam, dan/atau hutan wisata (Pasal 1 Ayat (4) jo. Pasal 6 
Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970). Rencana 
penatagunaan hutan didasarkan pada pertimbangan sebagai 
berikut: letak dan keadaan tanah; topografi; keadaan dan sifat 
tanah; iklim; keadaan dan perkembangan masyarakat; dan 
ketentuan lain yang akan ditetapkan lebih lanjut (Pasal 7 Ayat (2) 
Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970). Penatagunaan 
hutan lindung bertujuan untuk: (1) pengaturan tata air, (2) 
pemeliharaan kesuburan tanah, dan (3) pencegahan bencana 
banjir. Tujuan penatagunaan hutan produksi, adalah untuk 
mempertahankan hutan produksi dan untuk memenuhi kebutuhan 
masyarakat pada umumnya dan khususnya pembangunan industri 
dan ekspor (Pasal 7 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 33 
Tahun 1970). Tujuan penatagunaan hutan suaka alam adalah 
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untuk melindungi keadaan alam untuk menghindarkan kemusnahan 
dan/atau demi kepentingan ilmu pengetahuan dan kebudayaan 
(Pasal 7 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970). 
Sedangkan tujuan penatagunaan hutan wisata adalah untuk 
membina dan memelihara hutan untuk kepentingan pariwisata 
dan/atau wisata buru. Penunjukan hutan lindung, hutan produksi, 
hutan suaka alam, dan hutan wisata dilaksanakan oleh Menteri 
Kehutanan. 
4) Rencana penataan hutan merupakan rencana yang memuat 
kegiatan untuk penyusunan rencana karya pengurusan hutan 
selama jangka waktu tertentu (Pasal 1 Ayat (5) Peraturan 
Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970). Rencana Penataan Hutan 
(RPH) memuat kegiatan-kegiatan guna penyusunan rencana karya 
untuk jangka waktu tertentu, yang meliputi: penentuan batas-batas 
hutan yang akan didata; pembagian hutan dalam petak-petak kerja; 
perisalahan hutan; pembukaan wilayah hutan; pengumpulan 
bahan-bahan lainnya unutk penyusunan rencana karya; serta 
pengukuran dan pemetaan hutan (Pasal 9 Ayat (1) Peraturan 
Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970). Hutan lindung, hutan produksi, 
hutan suaka alam, dan hutan wisata wajib untuk ditata dan dibuat 
rencana karyanya. Untuk dapat merencakan hutan secara baik, 
kewajiban Menteri Kehutanan untuk mengadakan survey dan 
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inventarisasi terlebih dahulu terhadap hutan, secara sosial 
masyarakat di dalam dan di sekitarnya. 
Di dalam Pasal 11 UU Nomor 41 Tahun 1999 diatur tentang 
perencanaan hutan. Perencanaan dimaksudkan untuk memberikan 
pedoman dan arah yang menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan 
kehutanan.  
Perencanaan kehutanan dilaksanakan secara transparan. 
Bertanggung-gugat, partisipatif, terpadu, serta memperhatikan kekhasan 
dan anspirasi daerah. Perencanaan kehutanan meliputi; (1) inventarisasi 
hutan, (2) pengukuhan kawasan hutan, (3) penatagunaan kawasan hutan, 
(4) pembentukan wilayah pengelolaan hutan, dan penyusunan rencana 
kehutanan (Pasal 12 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan).  
Inventarisasi hutan dilaksanakan untuk mengetahui dan 
memperoleh data dan informasi tentang sumber daya, potensi kekayaan 
alam hutan, serta lingkungannya secara lengkap. Inventarisasi ini 
dilakukan dengan survei mengenai status dan keadaan fisik hutan, flora 
dan fauna, sumber daya manusia, serta kondisi sosial masyarakat di 
dalam dan sekitar kawasan hutan. Inventarisasi ini terdiri dari inventarisasi 
hutan tingkat nasional, tingkat wilayah, tingkat aliran sungai, dan tingkat 
unit pengelolaan. Inventarisasi hutan ini dijadikan dasar untuk: (a) 
pengukuran kawasan hutan; (b) penusunan deraca sumber daya hutan; 
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(c) penyusunan rencana kehutanan; serta (d) sistem informasi 
kehutanan.39 
Pengukuhan hutan merupakan kegiatan yang berhubungan dengan 
penataan batas suatu wilayah yang telah ditunjuk sebagai wilayah hutan 
guna memperoleh kepastian hukum mengenai status dan batas kawasan 
hutan. 
Perintah pengukuhan hutan ini diatur dalam Pasal 14 sampai 
dengan Pasal 16 UU Nomor 41 Tahun 1999 dan Pasal 7 Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1967, yang berbunyi:  
“penetapan kawasan hutan didasarkan pada suatu rencana umum 
pengukuhan hutan itu, untuk selanjutnya digunakan sebagai dasar 
pertimbangan dalam menetapkan hutan lindung, hutan produksi, 
hutan suaka alam, dan hutan wisata.” 
 
Ketentuan ini dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 5 Peraturan 
Pemerintah Nomr 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan, Keputusan 
Menteri Kehutanan No. 399/Kpts-II/1990 tentang Pedoman Pengukuhan 
Hutan, serta diatur dalam Keputusan Menteri Kehutanan No. 400/Kpts-
II/1990 tentang Pembentukan Panitia Tata Batas. 
c.  Menentukan dan Mengatur Hubungan Hukum antara Subjek Hukum 
dengan Hutan, dan Perbuatan-Perbuatan Mengenai Hutan 
Kewenangan lain dari negara dalam bidang kehutanan adalah 
mengatur hubungan hukum antara subjek hukum dengan hutan, dan 
perbuatan-perbuatan mengenai hutan. Kewenangan negara dalam 
mengatur hubungan hukum antara subjek hukum dengan hutan dan 




kehutanan erat kaitannya dengan kewenangan negara c.q. Menteri 
Kehutanan dalam memberikan izin terhadap subjek hukum yang 
memenuhi syarat, seperti memberikan izin HPH, HPHTI dan atau kepada 
badan hukum tertentu. Begitu juga dengan perpanjangan izin dan 
pencabutan izin HPH atau HPHTI. 
Kewenangan Negara c.q. Menteri Kehutanan dalam mengatur 
perbuatan-perbuatan hukum mengenai hutan erat kaitannya dengan 
kewenangan Menteri Kehutanan dalam mengalihkan fungsi hutan itu di 
luar bidang kehutanan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku Menteri Kehutanan dapat mengalihkan fungsi hutan itu untuk 
kepentingan di luar bidang kehutanan, seperti pelepasan hutan untuk 
transmigrasi, budi daya pertanian,dan lain-lain. Peralihan fungsi hutan itu 










                                                          
40Ibid. hlm 17. 
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BAB III  
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian yang dimaksudkan dalam hal ini adalah suatu 
tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilaksanakan. 
Adapun tempat atau lokasi penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini 
yaitu di Kabupaten Enrekang. Sehubungan dengan data yang diperlukan 
dalam rencana penulisan ini, penulis menetapkan lokasi penelitian Di 
Dinas Kehutanan Kabupaten Enrekang, serta dinas-dinas lain yang terkait 
masalah penulisan skripsi ini. Adapun pemilihan tempat atau lokasi 
penelitian ini atas dasar instansi tersebut berkaitan langsung dengan 
masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini. 
B. Jenis Dan Sumber Data 
Jenis data yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini 
sebagai berikut : 
a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian berupa: 
data luas hutan di Kabupaten Enrekang, data mengenai pelaksanaan 
kewenangan pemerintah Kabupaten Enrekang, Data dampak 
pengalihan kewenangan di bidang kehutan di Kabupaten Enrekang 
serta melakukan wawancara terhadap pemerintah yang terkait.  
b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui buku, jurnal ilmiah, 
laporan penelitian, majalah dan situs internet yang relevan dengan 
permasalahan yang dibahas. 
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C. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini 
adalah: 
a. data primer melalui penelitian secara langsung di lapangan (field 
research) berupa pengumpulan data-data terkait dengan kewenangan 
pemerintahan bidang kehutanan di Kabupaten Enrekang, kendala 
yuridis dalam pelaksanaan kewenangan, serta dampak dari dialihkan 
ke kewenangan kepada pemerintah provinsi serta melakukan 
wawancara kepada Pemerintah yang terkait. 
b. Pengumpulan data sekunder melalui studi literatur (literature 
research), yakni metode untuk mengumpulkan data-data sekunder 
yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. 
D. Analisis Data 
Data yang diperoleh dan telah dikumpulkan baik itu data primer 
maupun data sekunder diolah dengan teknik kualitatif. Dimana analisis 
data kualitatif adalah pengolahan data secara deduktif, yaitu dimulai dari 
dasar-dasar pengetahuan yang umum kemudian meneliti hal yang bersifat 










A. Gambaran Umum Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan 
1. Keadaan Geografis 
Kabupaten Enrekang  termasuk  dalam  salah  satu  wilayah  dalam 
Provinsi Sulawesi Selatan yang secara astronomis terletak pada 3° 14’ 36” 
-3° 50’ 00” LS dan 119° 40’53” -120° 06’ 33” BT dan berada pada  
ketinggian 442 mdpl, dengan luas wilayah sebesar 1.786,01 km². 
Kabupaten Enrekang berbatasan dengan Tana Toraja di sebelah  utara, 
disebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Luwu dan Sidrap, di 
sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten  Sidrap  dan  di sebelah  
barat  berbatasan dengan Kabupaten Pinrang.41 
2. Luas Wilayah 
Secara keseluruhan Kabupaten Enrekang memiliki Wilayah seluas 
1.786,01 km². Jika dibandingkan luas wilayah Sulawesi Selatan, maka 
luas wilayah Kabupaten Enrekang sebesar 2,83 %. 
Kabupaten Enrekang terbagi menjadi 12 kecamatan dan secara 
keseluruhan terbagi lagi dalam satuan wilayah yang kecil yaitu terdiri atas 
129 wilayah desa/kelurahan. Berikut gambaran luas daerah menurut 
kecamatan di Kabupaten Enrekang. 
 
 
                                                          
41 Buku Putih Kabupaten Enrekang. 2014. 
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3. Kondisi Hutan  
Kawasan hutan pada tahun 1999 tahun 2000 sampai 2002 luas hutan 
87.352 Ha, tetapi tahun 2010 luas hutan di Kabupaten Enrekang hanya 
81.648 Ha. Adapun luas kawasan hutan menurut fungsi dan statusnya 
sebagai berikut. 
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sumber: laporan status lingkungan hidup kabupaten Enrekang tahun 2014 
Kawasan hutan di Kabupaten Enrekang umumnya berada pada 
daerah hulu yang berkaitan dengan keberadaan Gunung Latimojong, dan 
memiliki keragaman jenis yang cukup tinggi yang terdiri atas jenis flora 
dan fauna yang merupakan endemik Sulawesi. Diantaranya; Anoa 
(Bubalus quarlesi), Burung Rangkong (Rhyticeros cassidix) adalah jenis-
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jenis fauna sedangkan flora berupa yaitu kayu hitam (Diospyros celebica) 
atau Ebony, Bitti (Vitex cofasus), dan Kayu Besi (Intsia bijuga). 
Namun keanekaragaman hayati tersebut terancam keberadaannya 
khususnya di  Desa Tallulamba dan Desa Banti.  Bahkan jenis Ebony 
tidak ditemukan lagi di Desa Tallulamba maupun Anoa di Desa Banti. Hal 
ini disebabkan karena kerusakan lingkungan yang merupakan habitat 
jenis flora maupun fauna tersebut seiring  dengan peningkatan aktivitas 
manusia yang tidak terkendali dan tidak adanya  pemanfaatan secara 
lestari (Laporan Hasil Program Menuju Indonesia Hijau Kabupaten 
Enrekang, 2009). 
Hutan di Kabupaten Enrekang cukup luas dan tersebar di beberapa 
kecamatan. Meskipun Kabupaten Enrekang memiliki hutan yang luas 
namun sebagian kawasan hutan tersebut sudah dikategorikan kritis. 
Luasnya lahan kritis di Kabupaten Enrekang merupakan salah satu isu 
utama dalam pengelolaan lingkungan hidup.  Oleh karena itu pemerintah 
daerah bersama-sama dengan para stakeholder dan masyarakat 
melakukan upaya pelestarian dengan melakukan program penghijauan 




                                                          
42 Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Enrekang . 2010.hal. I-12 
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B. Kewenangan pemerintah kabupaten enrekang di bidang 
kehutanan 
1. Perencanaan Kehutanan 
Perencanaan kehutanan adalah proses penetapan tujuan, 
penentuan kegiatan dan perangkat yang diperlukan dalam pengurusan 
hutan lestari untuk memberikan pedoman dan arah guna menjamin 
tercapainya tujuan penyelenggaraan kehutanan untuk sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan.43 
a. Inventarisasi Hutan 
Inventarisasi hutan dilaksanakan untuk mengetahui dan memperoleh 
data dan informasi tentang sumber daya, potensi kekayaan alam 
hutan serta lingkungannya secara lengkap. Sebagaimana yang 
terkandung pada Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 pada 
pasal 10 dalam hal inventarisasi hutan, pemerintah Kabupaten 
berwenang:. 
1) Bupati/Walikota menyelenggarakan inventarisasi hutan tingkat 
wilayah kabupaten/kota dengan mengacu pada pedoman 
penyelenggaraan inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud 
pada Pasal 8. 
2) Penyelenggaraan inventarisasi hutan tingkat kabupaten/kota 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 
melaksanakan inventarisasi hutan di seluruh wilayah kabupaten/ 
                                                          




kota untuk memperoleh data dan informasi sebagaimana 
dimaksud pada  Pasal 5 Ayat (1). 
3) Penyelenggaraan inventarisasi hutan tingkat kabupaten/kota 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan 
mengacu hasil inventarisasi hutan tingkat provinsi. 
4) Dalam hal hasil inventarisasi hutan tingkat provinsi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) belum tersedia, maka Bupati/Walikota 
dapat menyelenggarakan inventarisasi hutan untuk mengetahui 
potensi sumber daya hutan terbaru yang ada di wilayahnya. 
5) Inventarisasi hutan tingkat kabupaten/kota dilaksanakan paling 
sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun 
b. Penataan Batas Kawasan Hutan 
Penataan batas kawasan hutan adalah kegiatan yang meliputi: 
proyeksi batas, pemancangan patok batas, pengumuman, 
inventarisasi dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga, pemasangan 
tapapal batas, pengukuran dan pemetaan serta pembuatan Berita 
Acara Tata Batas. 
Pada pasal 19 ayat (5) PP No 44 Tahun 2004 Tentang 
Perencanaan Hutan disebutkan bahwa Bupati/Walikota bertanggung 
jawab atas penyelenggaraan penataan batas kawasan hutan di 
wilayahnya. Kemudian dijelaskan lebih lanjut pada pada pasal (20) 
bahwa Pelaksanaan penataan batas kawasan hutan dilakukan oleh 
panitia Tata Batas Kawasan Hutan yang dibentuk oleh 
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Bupati/Walikota. Panitia Tata Batas Kawasan Hutan antara lain 
bertugas: 
a) Melakukan persiapan pelaksanaan penataan batas dan pekerjaan 
pelaksanaan di lapangan. 
b) Menyelesaikan masalah-masalah: 
   1. Hak-hak atas lahan/tanah di sepanjang trayek batas 
   2. Hak-hak atas lahan/tanah di dalam kawasan hutan 
c) Memantau pekerjaan dan memeriksa hasil-hasil pelaksanaan 
pekerjaan tata batas di lapangan 
d) Membuat dan menandatangani Berita Acara Tata Batas Kawasan 
Hutan dan Peta Tata Batas Kawasan Hutan. 
Hasil penataan batas kawasan hutan dituangkan dalam Berita 
Acara Tata Batas Kawasan Hutan dan Peta Tata Batas Kawasan 
Hutan yang ditanda-tangani oleh Panitia Tata Batas Kawasan Hutan 
dan diketahui oleh Bupati/ Walikota untuk kemudian disahkan oleh 
menteri. 
2. Perizinan 
Dalam rangka memperoleh manfaat yang optimal dari hutan dan 
kawasan hutan bagi kesejahteraan masyarakat, maka pada prinsipnya 
semua hutan dan kawasan hutan dapat dimanfaatkan dengan tetap 
memperhatikan sifat, karekteristik, dan kerentetannya serta tidak dirubah 
fungsi pokoknya. Kemudian dijelaskan lebih lanjut pada penjelasan umum 
UU No,41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, bahwa pemanfaatan hutan 
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dilakukan dengan pemberian izin pemanfaatan kawasan, izin 
pemanfaatan jasa lingkungan, izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan 
bukan kayu, izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu. 
Disamping mempunyai hak memanfaatkan, pemegang izin harus 
bertanggung jawab atas segala macam gangguan terhdap hutan dan 
kawasan hutan yang dipercayakan kepadanya. 
Jika dicermati penjelasan umum tersebut, pemanfaatan hutan 
ditujukan bagi kesejahteraan rakyat. namun demikian tetap harus 
didasarkan pada kerangka hukum positif yang berlaku. 
Berdasarkan Peraturan Bupati Enrekang Nomor 14 Tahun 2014 
Tentang Pendelegasian Kewenangan Di Bidang Perizinan Dan Non 
Perizinan Kepada Kantor Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Satu 
Pintu Kabupaten Enrekang, membagi izin sektor kehutanan sebagai 
berikut : 
a. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dan Non Kayu 
Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan non kayu 
dikeluarkan harus berdasarkan rekomendasi dari dinas kehutanan 
kabupaten enrekang sebagai penyelenggara urusan kehutanan yang 
dibawahi oleh bupati melalui sekertaris daerah. 
Saat ini untuk izin pemanfaatan hasil hutan non kayu yang berada 
pada kawasan hutan, terdaftar beberapa perusahaan yang 
mengantongi izin yakni; PT. Wanalestari asal Pekalongan (getah 
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pinius), PT. Evogeodirpantara asal Surabaya (getah pinus), serta CV. 
Dalletoppo Jaya asal Sidrap (Rotan).44 
b. Surat Tanda Kepemilikan Gergaji Rantai 
Pada Keppres Nomor 21 Tahun 1995 Tentang Penjualan, 
Pemilikan Dan Penggunaan Gergaji Rantai, disebutkan bahwa 
pengertian gergaji rantai adalah gergaji yang biasa digunakan untuk 
menebang, memotong, dan membelah kayu yang lazim disebut Chain 
Saw, kemudian pada pasal 2 disebutkan Pengaturan penjualan, 
pemilikan, dan penggunaan gergaji rantai bertujuan untuk mencegah 
kerusakan hutan dan lingkungan hidup akibat penggunaan gergaji 
rantai yang tidak terkendali.  
Disebutkan pula pada pasal 4 bahwa Yang dapat memiliki gergaji 
rantai adalah: Perorangan yang memiliki hutan milik, Badan yang 
telah memperoleh hak atau ijin menebang kayu dari Pejabat yang 
berwenang, yaitu: Pemegang Hak Pengusahaan Hutan, Pemegang 
Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri, Pemegang ijin 
pemanfaatan kayu atau pemegang ijin sah lainnya, Instansi 
Pemerintah yang karena tugas dan fungsinya sewaktu-waktu 
menebang kayu.  
Pemilik gergaji rantai wajib melaporkan gergaji rantai miliknya 
kepada Pemerintah Daerah untuk didaftar untuk kemudian diberikan 
surat tanda pendaftaran gergaji rantai. Pada pasal 10 disebutkan 
                                                          
44 Hasil wawancara dengan kepala dinas kehutanan kabupaten enrekang Ir. Mursalim 
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Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap peredaran dan 
penggunaan gergaji rantai dalam wilayahnya. Pengawasan sebagai 
mana disebutkan di atas dilakukan oleh dinas kehutanan dalam hal ini 
bidang perlindungan & keamanan hutan. 
3. Perlindungan dan pengendalian hasil hutan 
Perlindungan hutan dalam hal hasil hutan diatur dalam pasal 12 ayat 
(1) PP Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan berbunyi, 
Setiap orang yang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan 
wajib dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil 
hutan, kemudian pada pada ayat (2) disebutkan bahwa, Termasuk dalam 
pengertian hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat 
keterangan sahnya hasil hutan adalah: (b) apabila keadaan fisik, baik 
jenis, jumlah maupun volume hasil hutan yang diangkut, dikuasai atau 
dimiliki sebagian atau seluruhnya tidak sama dengan isi yang tercantum 
dalam surat keterangan sahnya hasil hutan; (c) pada waktu dan tempat 
yang sama tidak disertai dan dilengkapi surat-surat yang sah sebagai 
bukti; (e) hasil hutan tidak mempunyai tanda sahnya hasil hutan.45 
Untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan di tingkat 
Kabupaten, maka kepada Pejabat Kehutanan tertentu sesuai dengan sifat 
pekerjaannya diberikan wewenang kepolisian khusus dibidangnya. 
Pejabat Kehutanan tertentu yang mempunyai wewenang kepolisian 
khusus sebagaimana dimaksud pada PP Nomor 45 Tahun 2004 Pasal 32 
                                                          
45 Poin (a) dan poin (b) kemudian dihapus melaui PP Nomor 60 Tahun 2009. 
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ayat (2) meliputi : (a) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai pejabat 
fungsional Polisi Kehutanan; (b) Pegawai Perusahaan Umum Kehutanan 
Indonesia (Perum Perhutani) yang diangkat sebagai Polisi Kehutanan; (c) 
Pejabat Struktural Instansi Kehutanan Pusat maupun Daerah yang sesuai 
dengan tugas dan fungsinya mempunyai wewenang dan tanggung jawab 
di bidang perlindungan hutan. Wewenang Polisi Kehutanan sebagaimana 
dimaksud PP Nomor 45 Tahun 2004 pasal 36 ayat (1) meliputi kegiatan 
dan tindakan kepolisian khusus di bidang kehutanan yang bersifat 
preventif, tindakan administratif dan operasi represif. Wewenang 
sebagaimana dimaksud berdasarkan berdasarkan pasal 36 ayat (2)  PP 
Nomor 45 Tahun 2004 meliputi : (a) mengadakan patroli/perondaan di 
dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya; (b) memeriksa surat-surat 
atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam 
kawasan hutan atau wilayah hukumnya; (c) menerima laporan tentang 
telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, 
dan hasil hutan; (d) mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak 
pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan; (e) 
dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk 
diserahkan kepada yang berwenang; dan (f) membuat laporan dan 
menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana yang 
menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan. 
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Dalam hal perlindungan hutan hak46, dalam rangka pengendalian 
kelestarian lingkungan hidup dan mendorong bergeraknya sektor 
kehutanan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi rakyat dengan 
pengelolaan kayu pada hutan hak/hutan rakyat, maka pemerintahan 
Kabupaten Enrekang menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 
2012 Tentang Pengolahan Kayu Pada Hutan Hak/Hutan Rakyat Dalam 
Kabupaten Enrekang. Pada Pasal 3 ayat (1) diatur bahwa, Setiap 
pengelolaan  kayu pada hutan hak/hutan rakyat, baru dapat dilaksanakan 
apabila telah mendapat Izin dari pejabat berwenang. Ayat (2) Izin 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan kepada 
perorangan baik untuk di perjualbelikan maupun untuk pemakaian sendiri. 
Kemudian pada ayat (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2)  diberikan pada areal  hutan hak/hutan rakyat yang berada di luar 
kawasan hutan negara dan di luar hutan hak/hutan rakyat yang berfungsi 
lindung dan konservasi berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah 
Daerah. Kemudian pada Pasal 4 ayat (1) Izin dengan tujuan 
diperjualbelikan dapat diberikan dengan persyaratan sebagai berikut : (a) 
tanah merupakan 1 (satu) hamparan lokasi yang tidak terpisahkan; dan 
(b) target volume maksimal 10 M3  kayu bulat. (2) Izin dengan tujuan 
pemakaian sendiri diberikan  dengan persyaratan sebagai berikut : (a) 
tanah merupakan 1 (satu) hamparan lokasi yang tidak terpisahkan; dan 
(b) target volume maksimal 3 M3 kayu bulat. Kemudian pada Pasal 5 
                                                          
46 Berdasarkan UU No. 41 Tahun 1999, hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang 
dibebani hak atas tanah. 
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diatur ayat (1) Untuk menjaga dan memelihara fungsi hutan dan 
kelestarian lingkungan wilayah hulu maka pengelolaan Kayu Pinus bagi 
perorangan dengan tujuan diperjualbelikan diberikan Izin dengan 
persyaratan sebagai berikut : (a) tanah merupakan 1 (satu) hamparan 
lokasi yang tidak terpisahkan; dan (b) target volume maksimal 6 M3 kayu 
bulat. (2) Pengelolaan  kayu Pinus untuk pemakaian sendiri dapat 
diberikan Izin yang dengan persyaratan: (a) tanah merupakan 1 (satu) 
hamparan lokasi yang tidak terpisahkan;dan (b) target volume maksimal 3 
M3 kayu bulat. 
Dari pengaturan tentang pengaturan perizinan tersebut di atas, 
nampak jelas komitmen pemerintah kabupaten enrekang untuk mencegah 
terjadinya eksploitasi hutan hak/hutan  rakyat secara besar-besaran yang 
akan menjadi ancaman kerusakan lingkungan hidup. Hal ini semakin 
nampak ketika pemerintah juga membatasi jangka waktu berlakunya izin, 
sebagai mana terkandung pada pasal 12 Perda Kabupaten Enrekang 
Nomor 6 tahun 2012 yang berbunyi, Jangka waktu berlakunya Izin, baik 
untuk diperjual belikan maupun pemakaian sendiri sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 5 ayat (1) dan 
ayat (2) maksimal 30 (Tiga Puluh) hari. 
C. Kendala Yuridis Dalam Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah 
Kabupaten Enrekang Di Bidang Kehutanan 
Demi mencegah ekploitasi hasil hutan yang berasal dari hutan 
hak, pemerintah kabupaten Enrekang melakukan pengawasan 
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peredaran kayu yang berasal dari hutan hak, pengangkutan kayu 
harus disertai dengan dokumen pengangkutan kayu berupa Surat 
Keterangan Asal Usul (SKAU)47 kayu, sebagaimana pada pasal 13 
Perda Kabupaten Enrekang Nomor 6 Tahun 2012 berbunyi, 
Pengangkutan kayu untuk diperjualbelikan harus dilengkapi SKAU 
untuk jenis kayu akasia, durian, suren, jabon, jati, jati putih, karet, 
ketapang, kayu manis, mahoni, makadamia, mindi, petai, puspa, 
sengon, dan sungkai.  
Kemudian pada pasal 4 Permenhut No. 33 Tahun 2007 berbunyi, 
Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) digunakan untuk pengangkutan 
kayu bulat rakyat dan kayu olahan rakyat yang diangkut langsung dari 
hutan hak atau lahan masyarakat. Kemudian pada pasal 5 berbunyi, 
ayat (1) SKAU diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah atau pejabat 
setara/pejabat lain di desa tersebut dimana hasil hutan kayu tersebut 
akan diangkut. Ayat (2) Pejabat penerbit SKAU sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota berdasarkan 
usulan Kepala Dinas Kabupaten/Kota. Ayat (3) Dalam hal Kepala 
Desa/Lurah atau pejabat setara/pejabat lain di desa tersebut 
berhalangan, Kepala Dinas Kabupaten/Kota menetapkan Pejabat 
penerbit SKAU. 
Dengan terbitnya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 30 Tahun 
2012 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan 
                                                          
47 Menurut Permenhut No. 33 Tahun 2007, Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) adalah surat 
keterangan yang menyatakan sahnya pengangkutan, penguasaan atau kepemilikan hasil hutan 
kayu yang berasal dari hutan hak atau lahan masyarakat. 
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Hak (Permenhut No. 30 Tahun 2012), Permenut No. 33 Tahun 2007 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. pada Permenhut No. 30 
Tahun 2012 disebutkan bahwa pengankutan kayu pada hutan hak 
dapat dilakukan dengan menggunakan Nota Angkutan baik 
penggunaan kayu untuk kepentingan sendiri maupun untuk 
diperjualbelikan. Sebagaimana disebutkan pada pasal 5 Permenhut 
No. 30 Tahun 2012 ayat (1) bahwa, Nota Angkutan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, digunakan untuk : (a) 
Pengangkutan kayu jenis : Cempedak, Dadap, Duku, Jambu, Jengkol, 
Kelapa, Kecapi, Kenari, Mangga, Manggis, Melinjo, Nangka, 
Rambutan, Randu, Sawit, Sawo, Sukun, Trembesi, Waru, Karet, 
Jabon, Sengon dan Petai; atau (b) Pengangkutan lanjutan yang 
digunakan untuk mengangkut semua jenis kayu hutan hak selain dari 
pelabuhan umum.  
Penerbit Nota Angkutan tidak perlu ditetapkan pengangkatannya, 
cukup melaporkan kepada Kepala Desa/Lurah atau Perangkat 
Desa/Kelurahan setempat, dengan menunjukan bukti identitas diri. 
Nota Angkutan Penggunaan Sendiri dibuat oleh pemilik hasil hutan 
hak yang bersangkutan, berbeda dengan SKAU yang pembuatan 
serta penerbitannya harus melalui pejabat berwenang yang di angkat 
oleh Bupati. Hal ini menjadi ketakutan otoritas pengawas kehutanan 
dalam hal ini dinas kehutanan kabupaten enrekang, menurut Ir. 
Mursalim, MP kadishut Enrekang, jika pengankutan kayu bisa hanya 
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menggunakan nota anggkutan yang notabene dibuat oleh pemilik 
lahan, hal ini menyebabkan dinas kehutanan tdak dapat lagi 
mengawasi peredaran kayu.  
Ditambahkan lagi oleh mursalim dalam hal perlindungan terhadap 
hutan hak, pemerintah kabupaten Enrekang menggunakan Perda 
Kabupaten Enrekang Nomor 6 Tahun 2012 sebagai dasar hukum 
pengawasan serta pengendalian aktivitas perambahan hutan pada 
hutan hak, pada perda tersebut diatur mulai perizinan, pengawasan 
dan pengendalian, serta Kewajiban Dan Larangan Pemegang Izin. 
Namun yang menjadi masalah ialah perda tersebut mencantumkan 
Permenhut No.33 Tahun 2007 sebagai dasar hukumnya, terbitnya 
Permenhut No.30 Tahun 2012 mencabut Permenhut No.33 Tahun 
2007 dan dinyatakan tidak berlaku lagi.48 hal ini menyebabkan perda 
tersebut menjadi lemah, yang menyebabkan aparat dinas kehutanan 
menjadi ragu dalam menjalankan perda tersebut. 
D. Pengaturan dan Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang 
Kehutanan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. 
Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang 
Pemerintahan Daerah, klasifikasi urusan pemerintahan, sebagaimana 
diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan 
pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan 
pemerintahan umum. Pada Ayat (2), disebutkan bahwa Urusan 
                                                          
48 Lihat Pasal 21 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.30/Menhut-Ii/2012 Tentang 
Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Hak. 
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pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah 
Pusat. Ayat (3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara 
Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. 
Urusan Pemerintahan Konkuren yaitu sebagaimana diatur dalam 
Pasal 11 ayat (1) bahwa urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di 
maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri 
atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Ayat 
(2) menyebutkan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan 
dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan 
dengan Pelayanan Dasar. Pada ayat (3) bahwa Urusan Pemerintahan 
Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian 
substansinya merupakan Pelayanan Dasar. 
Pada Pasal 12 ayat (2) disebutkan bahwa Urusan Pemerintahan 
Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2); Ayat (3) menyebutkan bahwa Urusan 
Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) 
meliputi: a. kelautan dan perikanan; b. pariwisata; c. pertanian; d. 
kehutanan; e. energi dan sumber daya mineral; f. perdagangan; g. 
perindustrian; dan h. transmigrasi. Dalam Pasal 13 ayat (1) disebutkan 
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bahwa Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah 
Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) didasarkan pada prinsip akuntabilitas, 
efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Pada 
Ayat (3) dinyatakan bahwa Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 
Daerah provinsi adalah: a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas 
Daerah kabupaten/kota; b. Urusan Pemerintahan yang penggunanya 
lintas Daerah kabupaten/kota; c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau 
dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau d. Urusan 
Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila 
dilakukan oleh Daerah Provinsi. Ayat (4) menyatakan bahwa Berdasarkan 
prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota adalah: 
a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota; b. 
Urusan Pemerintahan yang penggunanya dalam Daerah kabupaten/kota; 
c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya 
dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau d. Urusan Pemerintahan yang 
penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah 
kabupaten/kota. 
Pada Pasal 14 ayat (1) disebutkan bahwa Penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya 
mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi. Ayat (2) 
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bahwa Urusan Pemerintahan bidang kehutanan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya 
kabupaten/kota menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. Sedangkan 
pada ayat (5) dinyatakan bahwa Daerah kabupaten/kota penghasil dan 
bukan penghasil mendapatkan bagi hasil dari penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).  
Pasal 15 ayat (1) bahwa Pembagian urusan pemerintahan konkuren 
antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah 
kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari undang-undang ini. Ayat (2) bahwa Urusan 
pemerintahan konkuren yang tidak tercantum dalam Lampiran undang-
undang ini menjadi kewenangan tiap tingkatan atau susunan 
pemerintahan yang penentuannya menggunakan prinsip dan criteria 
pembagian urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 13. Ayat (3) bahwa Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan presiden. 
Sedangkan ayat (4) mengatur bahwa Perubahan terhadap pembagian 
urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah 
provinsi dan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) yang tidak berakibat terhadap pengalihan urusan pemerintahan 
konkuren pada tingkatan atau susunan pemerintahan yang lain ditetapkan 
dengan peraturan pemerintah. Ayat (5) menyatakan bahwa Perubahan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan sepanjang tidak 
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bertentangan dengan prinsip dan kriteria pembagian urusan pemerintahan 
konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13. 
Dalam Pasal 16 ayat (1) disebutkan bahwa Pemerintah Pusat dalam 
menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) berwenang untuk: a. menetapkan 
norma, standar, prosedur, dan criteria dalam rangka penyelenggaraan 
Urusan Pemerintahan; dan b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan 
terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah. Pada ayat (5) bahwa Penetapan norma, standar, 
prosedur, dan criteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak peraturan pemerintah 
mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren diundangkan. 
Pengaturan dalam Pasal 17 ayat (4) disebutkan bahwa apabila dalam 
jangka waktu 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 
(5) Pemerintah Pusat belum menetapkan norma, standar, prosedur, dan 
kriteria, Penyelenggara Pemerintahan Daerah melaksanakan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Selanjutnya dalam 
Pasal 20 ayat (1) bahwa Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi 
kewenangan Daerah provinsi diselenggarakan: a. sendiri oleh Daerah 
provinsi; b. dengan cara menugasi Daerah kabupaten/kota berdasarkan 
asas Tugas Pembantuan; atau c. dengan cara menugasi Desa. Ayat (2) 
bahwa Penugasan oleh Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota 
berdasarkan asas Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat 
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(1) huruf b dan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
c ditetapkan dengan peraturan gubernur sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai 
pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren akan diatur dalam peraturan 
pemerintah (Pasal 21). 
E.  Dampak Alih Kewenangan dalam pengelolaan Kehutanan. 
Secara normatif, pengaturan urusan pemerintahan dimaksud 
sepertinya sederhana, karena hanya sekedar pengalihan kewenangan 
dalam pengurusan dan pengelolaannya. Namun, bila dikaji dengan 
cermat, alih kewenangan beberapa urusan pemerintahan pada berbagai 
sektor dapat dipastikan akan berimplikasi secara politik (kebijakan 
sentralisasi dan desentralisasi), secara yuridis (terkait dengan hak dan 
kewajiban, tanggungjawab dan tanggung gugat). Oleh karena itu, pada 
tataran implementasi undang-undang ini, kiranya perlu hati-hati dan 
cermat, jangan sampai tujuan untuk mendorong peningkatan efektivitas 
pemerintahan dalam rangka memantapkan pembangunan secara 
menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif 
perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, 
serta kemampuan iptek. 
1.  Dampak Terhadap Struktur Kelembagaan 
Berlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, berimplikasi terhadap penyelenggaraan 
berbagai urusan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap 
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masyarakat dan pengelolaan sumberdaya alam. Terkait dengan 
pengelolaan sumberdaya alam, terutama pada sektor Kelautan dan 
Perikanan, Kehutanan, dan sektor energi dan sumberdaya mineral 
(ESDM), implikasi tersebut bukan hanya berkait dengan kewenangan 
(siapa melakukan apa), tapi juga berimplikasi pada struktur 
organisasi/kelembagaan, personil, pendanaan, sarana dan prasarana, 
dokumen serta berbagai kebijakan dan keputusan terkait dengan 
penyelenggaraan yang telah dilakukan selama ini. 
Berkenaan dengan hal ini, Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 menyatakan bahwa serah terima personel, pendanaan, 
sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D) sebagai akibat 
pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, daerah 
provinsi dan daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan undang-
undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak 
undang-undang ini diundangkan. Dengan memperhatikan ketentuan 
Pasal 404 di atas, siklus anggaran dalam APBN dan APBD, serta 
untuk menghindari stagnasi penyelenggaraan pemerintahan daerah 
yang berakibat terhentinya pelayanan kepada masyarakat, maka 
penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang bersifat 
pelayanan kepada masyarakat luas dan masif, yang pelaksanaannya 
tidak dapat ditunda dan tidak dapat dilaksanakan tanpa dukungan 
P3D, tetap dilaksanakan oleh tingkatan/susunan pemerintahan yang 
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saat ini menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren tersebut 
sampai dengan diserahkannya P3D. 
Kementerian Dalam Negeri, telah mengeluarkan Surat Edaran 
Nomor.120/253/Sj,tanggal 16 Januari 2015 Tentang Penyelenggaraan 
Urusan Pemerintahan Setelah Ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Surat Edaran dimaksud 
sebagai pedoman bagi daerah dalam menyelenggarakan urusan 
pemerintahan setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah selama masa transisi 
sebelum diterbitkannya ketentuan pelaksanaan dari undang-undang 
tersebut. 
Dalam Surat Edaran ini disebutkan, bahwa gubernur, bupati dan 
walikota diminta untuk menyelesaikan secara seksama inventarisasi 
P3D antar tingkatan /susunan pemerintahan sebagai akibat 
pengalihan urusan pemerintahan konkuren paling lambat tanggal 31 
Maret 2016 dan serah terima P3D paling lambat tanggal 2 Oktober 
2016. Hasil inventarisasi P3D tersebut menjadi dokumen dan dasar 
penyusunan RKPD, KUA/PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah 
tentang APBD Provinsi / Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2017. 
Gubernur, bupati/walikota segera berkoordinasi terkait dengan 
pengalihan urusan pemerintahan konkuren. Melakukan koordinasi 
dengan kementerian/lembaga terkait yang membidangi masing-
masing urusan pemerintahan dan dapat difasilitasi oleh Kementerian 
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Dalam Negeri. Melakukan koordinasi dengan pimpinan DPRD masing-
masing; dan Melaporkan pelaksanaan Surat Edaran tersebut kepada 
Menteri Dalam Negeri. 
2.  Dampak Terhadap Stakeholder dan Pemangku Kepentingan. 
a.  Dampak hubungan antara Pemerintah Kabupaten dengan pemerintah 
Provinsi. 
Ditarik atau dialihkannya kewenangan dalam penyelenggaraan 
urusan pemerintahan sektor sumberdaya alam dalam hal ini di bidang 
kehutanan dari kabupaten/kota menjadi urusan provinsi, walaupun 
merupakan urusan pemerintahan konkuren yang sifatnya pilihan, 
dapat menjadi potensi timbulnya dampak negatif atau paling tidak 
dapat terjadi disharmoni hubungan antara pemerintah kabupaten 
dengan pemerintah provinsi. Apabila tidak hati-hati dan cermat dalam 
pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam yang secara 
kewilayahan berada pada wilayah kabupaten/kota, tidak 
memperhatikan asas keadilan dan pemerataan, maka dikhawatirkan 
akan timbul sentimen kedaerahan yang berlebihan dan terjadi konflik 
kepentingan, yang tentunya akan berdampak tidak baik bagi upaya 
pembangunan daerah dan pembangunan nasional. 
b.  Dampak Terhadap  Masyarakat dan Pelaku Usaha 
Pengalihan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan 
di bidang kehutanan ini berdampak bagi masyarakat, akan semakin 
jauhnya rentang akses informasi dan pemberian perlindungan atas 
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pemenuhan hak-hak masyarakat terutama masyarakat yang berada di 
sekitar usaha, ketika berhadapan dengan suatu persoalan. 
Sedangkan terhadap pelaku usaha, dengan semakin jauhnya rentang 
kendali, semakin besar peluang para pelaku usaha untuk melakukan 
penyimpangan, apalagi dalam pelaksanaanya nanti instrumen dan 
sistem pengawasan tidak dilaksanakan dengan baik.  
c.  Dampak Terhadap Peraturan perundang-undangan dan Produk 
Hukum Daerah. 
1) Peraturan perundang-undangan  
Berkenaan dengan alih kewenangan ini, kiranya terhadap 
berbagai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan 
dengan sektor kehutanan, perlu dilakukan penyesuaian dan 
penyelarasan. Undang-undang yang berkaitan dengan bidang 
kehutanan seperti UU Kehutanan, UU Perkebunan, UU konservasi 
sumber daya alam dan ekosistemnya, UU pencegahan dan 
pemberantasan kerusakan hutan, UU perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup, dan undang-undang sektoral terkait lainnya 
terutama yang mengatur dan memberikan kewenangan kepada 
bupati/walikota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahannya, 
termasuk peraturan pelaksanaanya. Penyesuaian dan penyelarasan 
undang-undang ini dapat saja diperdebatkan, mana yang harus 
menyesuaikan, apakah UU terkait atau UU Pemda, mana yang 
spesialis dan mana yang generalis. Terlebih lagi untuk melakukan 
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perbaikan/penyesuaian agar tidak bertentangan antar undang-undang 
tersebut, bukanlah pekerjaan yang mudah, dan butuh waktu yang 
panjang. 
2) Produk hukum daerah 
a.    Peraturan tingkat daerah 
Berbagai peraturan di tingkat daerah baik berupa peraturan 
daerah dan peraturan kepala daerah kabupaten/kota, yang mengatur 
pengelolaan sumberdaya alam yang semula menjadi kewenangannya, 
harus ditinjau ulang bahkan dicabut atau dinyatakan tidak berlaku. Hal 
ini penting, guna mewujudkan ketertiban dan memberikan kepastian 
hukum. Sebaliknya bagi pemerintah provinsi dan atau pemerintah 
pusat perlu membuat regulasi baru sebagai dasar atau payung hukum 
dalam pelaksanaan apa yang menjadi kewenangannya dalam 
melakukan pengelolaan sumberdaya alam. 
b.  Perizinan 
Dengan telah dialihkannya kewenangan bupati/walikota dalam hal 
pengelolaan hutan, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka 
bupati/walikota tidak berwenang lagi untuk menerbitkan keputusan 
kepala daerah terkait dengan penetapan perizinan pengelolaan 
sumberdaya alam dimaksud. Sedangkan terhadap keputusan 
perizinan yang telah dikeluarkan, berdasarkan asas kepercayaan, 
asas kepastian hukum, asas keadilan, asas kebijakan yang 
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memberatkan tidak boleh berlaku surut seharusnya masih dinyatakan 
tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa izin yang diberikan.  
Sedangkan untuk perizinan baru, berdasarkan Surat Edaran Mendagri 
Nomor.120/253/Sj, yang diterbitkan pada tanggal 16 Januari 
2015 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Setelah 
Ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 
Pemerintahan Daerah, pada angka 3 disebutkan khusus 
penyelenggaraan perizinan dalam bentuk pemberian atau pencabutan 
izin dilaksanakan oleh susunan/tingkatan pemerintahan sesuai 
dengan pembagian urusan pemerintahan konkuren sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dengan 
mengutamakan kecepatan dan kemudahan proses pelayanan 
perizinan serta mempertimbangkan proses dan tahapan yang sudah 
dilalui. Berdasarkan surat edaran ini berarti bahwa pemerintah 
kabupaten/kota tidak lagi memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin 
baru, karena sudah menjadi kewenangan sesuai dengan ketentuan 
undang-undang tentang pemerintahan daerah, padahal ketentuan 
peraturan pelaksanaan yang bersifat teknis sebagai dasar hukum 
penerbitan izin baik tingkat pusat maupun provinsi belum ada. 
Sehubungan dengan hal ini, untuk menghindari terjadi kekeliruan, 








A.   Kesimpulan 
1. Bahwa kewenangan pemerintah Kabupaten Enrekang di bidang 
kehutanan meliputi perencanaan kehutanan, perizinan serta 
perlindungan dan pengendalian hasil hutan. Dalam pelaksanaan 
kewenangan Pemerintah Kabupaten Enrekang di bidang kehutanan 
menemui kendala yuridis yakni disebakan dengan berlakunya Permenhut 
No. 30 Tahun 2012 tentang penatausahaan hasil hutan yang berasal dari 
hutan hak. Urusan pemerintahan di bidang kehutanan merupakan urusan 
pemerintahan konkuren yang bersifat pilihan, berpotensi untuk 
penyerapan tenaga kerja dan pemanfaatan lahan, serta berbasis 
ekosistem. Pengaturan dan pembagian urusan pemerintahan di bidang 
kehutanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 
Pemerintahan Daerah dimaksudkan sebagai upaya agar 
penyelenggaraan urusan pemerintahan pada sektor dimaksud jauh lebih 
bersih, akuntabel, efektif-efisien, dan mampu memberikan jaminan bagi 
upaya pelestarian fungsi lingkungan dan pemanfaatan sumberdaya alam 
secara berkelanjutan. 
2. Bahwa alih fungsi kewenangan dalam peyelenggaraan urusan 
pemerintahan di bidang Kehutanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, akan berimplikasi 
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terhadap struktur kelembagaan, stakeholders dan pemangku 
kepentingan, peraturan terkait sektor kehutanan dan berbagai produk 
hukum daerah. Untuk itu, dalam pelaksanaan kewenangan dimaksud, 
perlu kehati-hatian dan kecermatan guna meminimalisir implikasi yang 
bersifat negatif. 
B.   Saran  
1.   Pemerintah harus segera menerbitkan berbagai peraturan pelaksanaan 
dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan 
Daerah, guna menghindari terjadinya potensi konflik terutama terkait 
dengan persoalan pelaksanaan kewenangan pusat dan daerah, dan antar 
daerah, khususnya terkait dengan aspek perizinan. Peraturan 
pelaksanaan dimaksud sekaligus akan menjadi dasar bagi pemerintah 
provinsi dalam membuat regulasi di tingkat daerah. 
2.  Perlu segera dilakukan koordinasi terkait dengan alih kewenangan 
dimaksud antara Pemerintah Provinsi, DPRD, Kementerian terkait dengan 
pemerintah kabupaten/kota, guna mengantisipasi agar tidak terjadi 
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